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Dari Laissez Faire Ke Ekonomi Campuran
Bambang Pujiyono, MM, M.Si!
Abstraksi

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan faktor perubahan sistem ekonomi
Amerika dari yang semula memegang tequh prinsip laissez faire (tidak
menginginkan campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi) menjadi
ekonomi campuran (menggunakan campur tangan pemerintah dalam urusan
ekonomi).

Tulisan ini mengQuakan metode kualitatif. Dalam tulisan ini ditemukan
bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perubahan itu, diantaranya
meningkatnya jumlah kekayaan, inovasi teknologi, meningkatnya perdagangan
dengan negara lain, dan pragmatisme serta fleksibilitas masyarakat Amerika.

Akhirnya, penulis menyimpulkan bahwa sistem ekonomi campuran yang
mengikutsertakan peranan pemerintah dalam perekonomian sangat membantu
bangsa Amerika dalam menata dan mencapai kesejahteraan ekonomi.

Latar Belakang

Masyarakat Amerika memiliki ciri tersendiri dalam menata dan
menjalankan sistem perekonomian. Jika menelusuri sejarah, setidaknya
telah terdapat berbagai perubahan dalam tatanan sistem ekonominya.
Kendati demikian, ciri spesifik masih terlihat menonjol. Sejak awal
perkembangan koloni bahkan hingga saat ini secara prinsip masyarakat
Amerika tetap menggunakan sistem ekonomi kapitalis, meskipun berbagai
pergeseran sistem telah terjadi. Sehingga, meskipun terjadi perubahan
tatanan, prinsip dan ciri mendasar kapitalisme tetap mewarnai
perekonomian masyarakat Amerika.

Pada awal perkembangan hingga menjadi masyarakat yang mulai
menapak maju dalam perekonomian, masyarakat Amerika masih
memegang teguh selogan ekonomi Iaissez faire. Akan tetapi seiring dengan
bergulirnya waktu dan berbagai perkembangan yang terjadi, selogan dan
prinsip dasar yang pernah mendominasi sistem ekonomi Amerika ini
perlahan mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai sedikit demi sedikit
menggeser paradigma mereka dalam menjalankan motif dan prinsip
ekonomi.

Peran dan intervensi pemerintah merupakan tindakan yang tidak
diinginkan dalam selogan ekonomi laissez faire. Pemerintah tidak boleh
turut campur dalam kegiatan perekonomian karena dapat mengurangi
perolehan keuntungan semaksimal mungkin. Peran pemerintah juga

! Dosen FISIP Universitas Budi Luhur
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dianggap dapat mendistorsi pasar sehingga tidak memberikan keuntungan
maksimal.

Berbagai faktor telah mengakibatkan terjadinya perubahan.
Masyarakat Amerika memilih menggunakan sistem ekonomi campuran
untuk menata dan menjalankan perekonomian mereka. Pergeseran
pandangan ekonomi dan memudarnya Iaissez fair turut mempengaruhi
posisi pemerintah. Sistem ekonomi campuran yang kini dijalankan oleh
Amerika membuat pemerintah menempati arti penting tersendiri,
meskipun tetap berada dalam batasan-batasan yang disesuaikan dengan
ekonomi kapitalis liberal.

Permasalahan

Uraian singkat latar belakang di atas, membawa penulis untuk
merumuskan sebuah permasalahan dalam menelaah tulisan yang bertema
"Perubahan Ekonomi Amerika dari Laissez Faire ke Ekonomi Campuran”
ini. Adapun permasalahan yang dimaksud adalah ”“Apa saja faktor yang
menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi Amerika dari laissez faire ke
ekonomi campuran?

Perubahan Ekonomi Amerika: Dari Laissez Faire Ke Ekonomi Campuran

Sejarah Singkat Perekonomian dan Peranan Pemerintah di Amerika

Awal mula perkembangan ekonomi Amerika berasal dari sejarah
kedatangan orang-orang Eropa yang mencari keuntungan ekonomi melalui
penjelelajahan samudera. Sekitar abad ke-16 mereka menemukan Dunia
Baru yang adalah Amerika sekarang. Usaha penjelajahan orang-orang
Eropa untuk mencari keuntungan ekonomi itu berlangsung hingga abad
ke-17 dan 18.

Dunia Baru kian hari kian mengalami kemajuan perekonomian.
Dari yang semula perekonomian kolonial kecil, menjadi ekonomi pertanian
independen yang kecil, sebelum akhirnya menjadi ekonomi industri yang
sangat kompleks. Selama evolusi ini, Amerika mengembangkan institusi
yang lebih kompleks untuk mengikuti pertumbuhannya. Sementara itu,
keterlibatan pemerintah dalam perekonomian telah menjadi suatu motif
yang konsisten dengan ruang lingkup keterlibatan yang secara umum kian
mengalami peningkatan.2

Sebelum masa kolonisasi pertama, perekonomian dapat dikatakan
masih belum berwujud karena belum ada penduduk yang tinggal menetap.
Tatanan perekonomian mulai muncul secara perlahan ketika awal mula

2 Redaksi, Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian (Washington D.C.: Lembaga
Penerangan Amerika Serikat, 1981), him.24.
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masa kolonisasi berlangsung. Motif utama dari pembangunan koloni-
koloni di awal masa kolonisasi memang tidaklah sama. Ada koloni yang
dibangun atas dasar kesalehan dan disiplin seperti Massachusetts, dan ada
pula koloni yang dibangun atas dasar kongsi bisnis seperti Virginia. Dan
tak jarang kesalehan dan keuntungan yang mendasari pembangunan
koloni-koloni itu berjalan seiring.

Sumber kesejahteraan koloni awal di Benua Baru adalah dari hasil
tangkapan ikan dan perdagangan pakaian dari bulu binatang. Di samping
itu, memancing juga menjadi sumber kekayaan utama terutama di
Massachusetts. Akan tetapi, di seluruh koloni, masyarakat pada dasarnya
hidup di ladang yang kecil dan mereka memenuhi kebutuhannya sendiri.
Sementara itu di koloni-koloni lain mulai dibangun perkebunan-
perkebunan. Sedangkan kebutuhan barang-barang keperluan yang lebih
mewah masih diimpor dari Eropa.

Perekonomian semakin mengalami perkembangan. Industri-
industri pendukung mulai muncul seiring dengan pertumbuhan koloni.
Mereka mulai membangun armada dan membuat galangan kapal untuk
kebutuhan perdagangan. Mereka juga membangun tempat penempaan
besi kecil3 Revolusi Amerika dan kemerdekaan merupakan tonggak
penting bagi perekonomian Amerika selanjutnya.

Usaha-usaha masyarakat Amerika menaklukkan wilayah frontier
(perbatasan) menjadi catatan sangat penting dalam usaha ekspansi dalam
rangka membangun dan mengembangkan ekonomi Amerika.* Penemuan
mesin pemisah biji kapas oleh Eli Whitney di tahun 1973 semakin
membuka pemikiran masyarakan untuk mengembangkan usaha, dan
menjadi momentum penting bagi munculnya gerakan ke Barat. Pemilik
perkebunan di Selatan membeli lahan dari petani kecil yang terus menerus
bergerak ke barat. Usaha-usaha itu semakin meningkatkan kekayaan
masyarakat.

Namun ekspansi ke Barat bukanlah permasalahan yang dihadapi
dengan mudah. Banyak permasalahan yang harus dipecahkan terkait
dengan gerakan ke Barat ini. Masyarakat Amerika harus menghadapi
problem ekspansi dengan segala bentuk kerumitannya mengenai tanah,
perdagangan bulu binatang, orang-orang Indian, dan pemeritah daerah
setempat.

Terjadinya revolusi industri juga memberikan pengaruh besar
terhadap perkembangan ekonomi Amerika. Revolusi industri bermula di
Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Dengan cepat pengaruh

% Ibid., him. 26.

4 Frederick Jackson Turner, The Significance of the Frontier in American History, (Wincosin: Silver
Buckle Press, 1984), him.ix.

5 Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.28.

®Ibid., him. 96.
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revolusi itu menyebar ke Amerika yang notabene merupakan imigran
Eropa.” Revolusi industri turut serta memicu peningkatan pertumbuhan
industri di Amerika. Pertumbuhan industri memberikan sumbangsih yang
sangat besar terhadap kemajuan ekonomi.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi menjadi daya tarik tersendiri
bagi pendatang. Berbagai peluang ekonomi yang menjanjikan di Amerika
membuat para imigran Eropa semakin banyak berdatagan. Keuntungan
ekonomi dan kemakmuran hidup yang mereka peroleh di Amerika
menimbulkan sikap dan rasa cinta terhadap Amerika.® Dengan begitu,
usaha untuk mencapai kesejahteraan ekonomi sekaligus menjadi jalan
untuk menumbuhkan rasa cinta dan nasionalisme para pendatang
terhadap Amerika.

Pada tahun 1861-1865 di Amerika terjadi Perang Sipil. Perang Sipil
yang berlangsung turut menentukan nasib bangsa dan sistem ekonominya.
Pasca Perang Sipil terjadi percepatan pembangunan ekonomi, dan menjadi
cikal bakal bagi perekonomian modern Amerika.

Tahun 1887 merupakan awal momentum penting bagi keterlibatan
pemerintah dalam bidang ekonomi. Pada saat ini Kongres memberlakukan
hukum yang mengatur jalan dan kereta api yang mendukung
keberlangsungan perekonomian. Setelah itu muncul berbagai undang-
undang yang berhubungan dengan penyelenggaraan bisnis dan
perekonomian. Walaupun sebelumnya di tahun 1800 (melalui
pemberlakuan Sherman Antitrust Act, undang-undang yang dirancang
untuk memulihkan persaingan perdagangan bebas dengan cara
memutuskan monopoli) telah ada sedikit wujud campur tangan
pemerintah, namun belum menjadi catatan penting dalam pertumbuhan
intervensi pemerintah di Amerika.

Tahun 1906 Kongres mensahkan undang-undang untuk
memastikan bahwa pangan dan obat-obatan telah diberi label dengan
benar dan bahwa daging telah diperiksa sebelum di jual ke pasar.
Kemudian pada tahun 1913 pemerintah mendirikan sistem perbankan
federal untuk mengatur aliran uang negara dan melakukan pengawasan
terhadap kegiatan perbankan. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan betapa
peranan pemerintah semakin memiliki arti penting dalam perekonomian
Amerika.

Perang Dunia yang baru berakhir pada tahun 1945 ternyata tidak
melemahkan perekonomian Amerika. Semula memang banyak orang yang
merasa takut bahwa akhir Perang Dunia akan membawa Amerika ke masa-
masa ekonomi sulit. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, permintaan

"1bid., him. 29.
8 Lawrence H. Fuchs, Kaleidoskop Amerika, Ras, Etnik dan Budaya Warga, terjemahan R. Soeroso
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), him. 28.
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konsumen mendorong pertumbuhan industri yang sangat luas Perang
Dunia II ini. Pada masa ini Amerika merekonstruksi pengaturan sistem
moneter insternasional, dunia bisnis memasui periode yang ditandai
dengan konsolidasi, dan angkatan kerja Amerika juga berkembang dengan
pesat. Kejadian ini semakin memperkuat perlunya peranan pemerintah
dalam perekonomian Amerika.

Dasawarsa 1960-an dan 1970-an adalah masa terjadinya perubahan
besar. Munculnya bangsa-bangsa baru di dunia membuat Amerika
menyadari bahwa kekuatan militer tidak lagi sebagai sarana untuk
pertumbuhan dan pengembangan, dan Amerika mulai menggeser ke arah
kekuatan ekonomi. Setelah masa ini, setiap pergantian rezim selalu
ditandai dengan perkembangan-perkembangan dan kemajuan mutakhir
bangsa Aemrika hampir di segala aspek, terutama ekonomi. Keadaan itu
terus berlanjut hingga abad ke-21 saat ini.” Bahkan hingga kini, bangsa
Amerika tetap menempati posisi teratas dan penggerak terdepan dalam
perekonomian dunia.

Kemajuan perekonomian Amerika yang semakin mengglobal tidak
terlepas dari sinerji antara berbagai pranata suprastruktur yang ada.
Ekonomi Amerika memang dilaksanakan oleh pihak suasta dari kalangan
pengusaha-pengusaha dan pebisnis. Sungguh begitu, pemerintah juga
memiliki andil besar dalam mendorong kesuksesan ekonomi Amerika
melalui wilayah ataupun koridor kerjanya sebagai aparatur negara. Oleh
karenanya, keterlibatan pemerintah dalam ekonomi Amerika menempati
posisi penting tersendiri dalam mendorong kemajuan perekonomian
Amerika.

Unsur-Unsur Dasar Perekonomian Amerika

Dalam menjalakan perekonomiannya, terdapat beberapa unsur
dasar yang terdiri dari sumber daya alami, buruh atau tenaga kerja, dan
pasar. Amerika kaya akan sumber daya mineral dan memiliki tanah
pertanian yang subur, dan beriklim sedang. Amerika juga memiliki garis
pantai yang panjang baik di sepanjang laut Atlantik ataupun Pasifik, dan
juga sepanjang Teluk Meksiko. Sungai mengalir jauh dari dalam benua,
dan terdapat lima danau besar sepajang perbatasan Amerika dengan
Kanada. Kondisi ini menyediakan akses tambahan bagi kegiatan pelayaran.
Lalu lintas air yang luas ini membantu membentuk pertumbuhan
perekonomian negara selama berpuluh-puluh tahun dan membantu
mengikat lima puluh negara bagian Amerika menjadi suatu unit
perekonomian tunggal. Unsur kedua adalah buruh atau tenaga kerja yang
mengubah sumber daya alami menjadi barang-barang. Jumlah pekerja

% Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.35-45.
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yang tersedia, dan yang lebih penting produktivitas mereka membantu
menentukan kesehatan perekonomian. Sepanjang sejarahnya Amerika
Serikat telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam angkatan kerja,
dan oleh karena itu telah turut membantu mendorong stabilnya
pertumbuhan ekonomi.

Sumber daya alam dan tenaga kerja hanya sebahagian saja dari
suatu sistem ekonomi. Kedua sumber daya ini harus diorganisasikan dan
diarahkan seefisien mungkin. Dalam perekonomian Amerika, pemimpin-
pemimpin usaha yang menangkap tanda-tanda atau isyarat dari pasar
menjalankan fungsi ini.'® Oleh karenanya, pasar merupakan unsur utama
yang terpenting dalam perekonomian Amerika.

Dengan unsur-unsur dasar perekonomian yang dimilikinya ini,
Amerika membagun sistem perekonomiannya. Melalui sinergi yang efektif
dan efisien, Amerika mampu menegakkan dasar dan mengembangkan
perekonomiannya hingga menjadi maju seperti sekarang ini. Sungguhpun
unsur-unsur ini menjadi bagian yang utama dalam perekonomian
Amerika, namun tetaplah membutuhkan pengelolaan yang terstruktur
dalam sebuah mekanisme sistem. Pemerintah merupakan unsur yang
dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan unsur-unsur dasar ini. Oleh
karena itu, campur tangan pemerintah terasa kian dibutuhkan dalam
sistem perekonomian Amerika.

Perubahan Ekonomi Amerika

Pada awal bedirinya Amerika Serikat, para pemimpin
pemerintahan enggan membuat peraturan yang berhubungan dengan
bisnis. Semua itu dilatarbelakangi perekonomian Amerika yang
menggunakan sistem kapitalis dengan menjunjung tinggi prinsip laissez
faire. Semboyan laissez faire ini dipopulerkan oleh ekonom Inggris yang
bernama Adam Smith pada abad ke-18.

Laissez faire merupakan frasa dalam bahawa Perancis yang berarti
“biarkan sendiri”. Dalam dunia ekonomi dan politik, doktrin ini
mengandung makna bahwa sistem ekonomi akan baik bila tidak dicampuri
oleh pemerintah.’’ Sehingga, pada waktu pertama kali masyarakat
Amerika terbentuk, mereka takut akan adanya kekuasaan pemerintah
secara berlebihan, dan oleh karenanya berusaha membatasi otoritas
pemerintah terhadap individu - termasuk ruang lingkup aktivitas
pemerintah di dalam perekonomian.!2

Sikap ekonomi Amerika ini mulai mengalami perubahan pada akhir
abad ke-19, ketika usaha kecil, pertanian dan gerakan buruh mulai

0 |bid., him. 8-10.
1 Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.175.
2 |bid., him.12.
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meminta pemerintah untuk menengahi atas nama mereka.’> Menjelang
permulaan abad ke-20 terjadi suatu perubahan melalui substitusi dalam
masyarakat Amerika.l* Seiring berjalannya abad ke-20, penggabungan
industri Amerika ke dalam perusahaan-perusahaan yang kuat
mempercepat campur tangannya pemerintah untuk melindungi bisnis kecil
dan konsumen.15

Semua perubahan ini menuntut masyarakat Amerika untuk
mengkaji kembali segala sesuatu, mulai dari mengatur tempat kerjanya,
sampai pada peranan pemerintah. Selain itu, tantangan-tantangan jangka
panjang yang berkesinambungan membuat masyarakat Amerika
menyadari pentingnya campur tangan pemerintah sebagai pusat regulasi
dan stabilisasi. Atas dasar itulah, sistem perekonomian Amerika akhirnya
mulai perlahan mengalami pergeseran. Semboyan lasseiz fair mulai
ditinggalkan. Seiring dengan itu, peran pemerintah pun mulai
diturutsertakan dalam perekonomian. Dengan turut sertanya pemerintah
dalam kegiatan ekonomi, Amerika Serikat kini menganut sistem ekonomi
campuran.

Secara garis besar, perubahan dari laissez faire menuju ekonomi
campuran disebabkan oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor itu
muncul dan berkembang seiring dengan perjalanan bangsa Amerika
beserta segenap kemajuan dan perubahan yang dilaluinya. Beberapa faktor
yang menyebabkan perubahan itu adalah seperti yang diuraikan berikut
ini.

a. Meningkatnya jumlah kekayaan

Struktur terpenting bagi perkembangan ekonomi Amerika berasal
dari unit-unit usaha dalam bentuk perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu
semula hanya merupakan perusahaan kecil atau pun perusahaan milik
keluarga. Sungguh begitu, komponen ini berperanan besar dalam
medorong peningkatan jumlah kekayaan masyarakat Amerika.

Pada awalnya, kekayaan masyarakat mulai mengalami peningkatan
pada tahun 1860-an melalui aktivitas pertanian dan perkebunan warga.
Pertanian dan perkebunan kala itu masih sederhana dan mengandalkan
tenaga manusia yakni budak-budak yang diperkerjakan.1¢

Keberadaan dari perusahaan-perusahaan Amerika tidak terlepas
dari berbagai kendala atau rintangan. Nilai-nilai kekeluargaan yang kental
masih mempengaruhi interaksi antar unit usaha dalam masyarakat. Nilai-
nilai tersebut terkadang sangat kontras dan

2 1bid., him 33.

14 Alfian Muthalib, Pergerakan Intelektual dan Penulis AMerika Generasi Tandan Keenam, (Jakarta:
PT. Panji Grafika, 2006), him. 2.

1% Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, hlm 80.

16 Charles Joyner, Down by the Riverside, (Chicago: University of lllinois Press, 1984), him. 9.
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menimbulkan konflik, sehingga mengganggu proses perekonomian yang
sedang berjalan. Bisnis yang berhubungan dengan nilai-nilai hukum,
politik, dan budaya sering kali menjadi persoalan yang sulit untuk
diselesaikan. Terlebih pada masa industrialisasi yang mengakibatkan
tingginya tingkat urbanisasi, benturan budaya dalam masyarakat
memberikan hambatan tersediri dalam ekspansi usaha.l”

Meningkatnya jumlah kekayaan masyarakat bermula semenjak
terjadinya gerakan ke Selatan dan ke Barat. Inovasi-inovasi baru
masyarakat dalam bidang perkebunan, pertanian dan industri sederhana
menjadi pemicu bertambahnya jumlah kekayaan dan interaksi harta yang
beredar.! Keadaan ini secara otomatis memerlukan adanya sebuah otoritas
lain di luar bisnis yang dapat membatu dan mengarahkan perekonomian
masyarakat yang sedang berkembang.

Penduduk di Barat yang memiliki tingkat kemapanan ekonomi
lebih baik dari wilayah lain, sebelumnya dilukiskan sebagai kaum yang
sangat independen dan menentang berbagai campur tangan dan kontrol
pemerintah. Akan tetapi, sebenarnya tanpa disadari, mereka menerima
banyak bantuan dari pemerintah, baik secara langsung maupun tidak.
Untuk mendukung kelancaran usaha masyarakat, pemerintah membangun
jalan-jalan nasional dan lalu lintas air. Selain itu pemerintah juga
membantu penduduk baru untuk bermigrasi ke Barat dan kemudian
membantu pergerakan produksi pertanian di daerah Barat menuju pasar.??

Meningkatnya jumlah kekayaan yang beredar di lingkungan
masyarakat turut pula meningkatkan rumitnya berbagai persoalan.
Persoalan-persoalan itu memerlukan suatu penyelesaian berupa regulasi
agar perselisihan di antara masyarakat tidak terjadi. Otoritas semacam ini
tidak bisa dilakuan sepenuhnya oleh pebisnis-pebisnis. Oleh karena itu,
masyarakat Amrika mulai menyadari pentingnya pemerintah yang
memiliki otoritas tersendiri dalam membuat berbagai aturan perundangan
ataupun regulasi untuk menghindari benturan bisnis dn peredaran jumlah
kekayaan yang semakin besar dalam masyarakat.

b. Inovasi teknologi

Terjadinya lonjakan dari penemuan-penemuan baru di awal abad
ke-19 dalam masyarakat Amerika menyebabkan perubahan sedemikian
besar. Besarnya perubahan ini hingga memunculkan istilah ”Revolusi
Industri Kedua”. Pada masa ini inovasi-inovasi signifikan bagi

7 Alan Trachtenberg, The Incorporation of America, Culture and Society in the Gilded Age, (Canada:
Herper CollinsLtd., 1994), him. 7.

18 Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him. 28.

9 Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.28.
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perekonomian mulai ditemukan. Minyak di temukan di daerah
Pennsylvania, mesin tik dibuat, gerbong kereta api dengan mesin
pendingin digunakan, ditemukannya telepon, fonograf, dan lampu listrik.
Pada awal abad ke-20 mobil menggantikan kuda, dan orang terbang
menggunakan pesawat.

Pembuatan barang-pabrik adalah suatu kegiatan ekonomi penting
di Amerika.20 Pabrik-pabrik semakin berkembang pesat setelah munculnya
berbagai inovasi dan penemuan baru. Kedaan ini semakin membuka
peluang besar bagi kemajuan ekonomi Amerika.

Berbagai macam penemuan baru masyarakat Amerika seolah
menjadi babak baru dalam perkembangan perekonomian modern Amerika.
Kesan penemuan mesin-mesin melalui inovasi teknologi dapat
digambarkan sama dengan kesan pada saat penjelalahan ke wilayah Barat
dan upaya penaklukan wilayah-wilayah perbatasan. Kesemuanya sangat
berarti dan berpengaruh besar bagi perekonomian Amerika. Proses dan
keberlangsungannya pun sama-sama penuh dengan kontradiksi.

Penemuan mesin-mesin baru menjadi penyebab utama terjadinya
kelimpahan produk-produk baru dan perubahan karakter masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari. Disaat inspirasi teknologi itu baru berada
pada seperempat dari perjalanannya, telah mampu mengejutkan
masyarakat dan seolah membangunkan mereka dari alam tidur dan
kegelapan. Keadaan itu karena disertai dengan mekanisasi industri,
transportasi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Kendati begitu, tidak semua
pihak yang senang dengan kondisi yangsedang berlangsung. Ada pihak-
pihak yang menyetujui perubahan, namun banyak pula yang tidak
megharapkan perubahan itu terjadi, terutama di kawasan perkampungan.
Hal itu disebabkan karena perubahan yang terjadi semakin memperjelas
batas-batas antara yang kaya dan yang miskin.2!

Keadaan dan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks ini
kian menyadarkan masyarakat Amerika akan pentingnya fungsi dan
peranan pemerintah. Adanya campur tangan pemerintah diharapkan dapat
mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul akibat
perkembangan dan inovasi-inovasi baru dalam masyarakat bisnis Amerika.

Inovasi teknologi dan aktivitas bisnis merupkan dua hal yang
orientasinya mengejar keuntungan. Inovasi teknologi hanya akan
memberikan  keuntungan  jika  ditransaksikan @ dan  diambil

2 gtephen S. Birdsall, Garis Besar Geografi Amerika, (New Y ork: Wiley and Sons Inc., 1992), him.
43.
2L Alan Trachtenberg, The Incorporation of America, Culture and Society in the Gilded Age, (Canada:
Herper CollinsLtd., 1994), him 38-39.
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kemanfaatannya melalui aktivitas bisnis. Dalam bisnis, kekayaan dalam
segala bentuk jenisnya adalah perioritas utama. Persaingan antar pebisnis
dalam usaha memperoleh kekayaan tidak akan berlangsung dengan baik
tanpa kaidah-kaidah hukum yang mengatur interaksi diantaranya.?2
Disinilah peranan pemerintah mulai semakin dirasakan. Tanpa
adanya peranan pemerintah, interaksi bisnis akan berjalan tanpa koridor
yang jelas karena tujuan memperoleh keuntungan maksimal seringkali
mengorbankan nilai-nilai lain yang mendasari sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Dengan adanya pemerintah,keseimbangan interaksi dapat
diatur, sehingga celah dalam lingkungan masyarakat tidak begitu jelas.

c¢. Meningkatnya perdagangan dengan negara lain

Perjalanan sejarah menunjukkan pada abad ke-18, pola
pembangunan ekonomi secara regional mulai jelas terlihat. Koloni New
England bergantung pada pembangunan kapal dan pelayaran untuk
mencari kekayaan perkebunan di Maryland. Koloni Virginia dan Carolina
menanam tembakau, padi dan bahan celup. Koloni di New York,
Pennsylvania, New Jersey, dan Delaware mengirimkan bahan panen dan
bulu binatang.?

Setelah terjadinya Revolusi Amerika dan kemerdekaan, muncul
tatanan perekonomian baru di lingkungan Bangsa Baru tersebut.sebagai
mana suatu kontrak ekonomi, Konstitusi menyatakan bahwa seluruh
bangsa - yang terbentang dari Maine sampai Georgia, dari Samudra
Atlantik sampai Lembah Mississipi - merupakan suatu pasar yang
disatukan atau “pasar bersama”. Tidak ada tarif ataupun pajak antar
negara bagian. Konstitusi menjamin bahwa pemerintah federal dapat
mengatur perdagangan dengan bangsa-bangsa asing dan antar negara
bagian, membentuk hukum kepailitan yang seragam, membuat uang dan
mengatur nilainya, menetapkan standar berat dan ukuran, membangun
kantor pos dan jalan, dan menetapkan aturan-aturan yang megatur hak
paten dan hak cipta, serta pentingnya kepemilikan intelektual.

Alexander Hamilton, salah satu pendiri bangsa dan menteri
keuangan pertama, menyarankan suatu stategi pembangunan ekonomi di
mana pemerintah federal akan mengasuh industri-industri baru dengan
menyediakan subsidi yang jelas dan membebankan tarif yang melindungi
impor. Dia juga mendesak pemerintah federal untuk menciptakan suatu
bank nasional dan menanggung hutang publik yang dibuat para penduduk
baru selama Perang Revolusi. Meskipun pada awalnya usulan-usulan

22 Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, (Great Britain: Penguin Books, 2006), him. 188.
2 Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.26.
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Hamilton itu tidak ditanggapi, namun akhirnya mereka membuat tarif
menjadi suatu bagian yang penting dari kebijakan luar negeri Amerika.2*

Kompetisi merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi
dan standar hidup di Amerika Serikat.> Dengan begitu, bangsa Amerika
senantiasa berkompetisi dengan semangat guna mendorong pertumbuhan
ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang inilah
yang semakin membuka peluang untuk melakukan interaksi perdagangan
dengan negara lain. Sebaliknya, interaksi perdagangan dengan negara lain
juga semakin mengembangkan semangat kompetisi yang ada dalam diri
bangsa Amerika untuk mencapai pertumbuhan ekonominya.

Usaha untuk meningkatkan perdagangan dengan negara lain
semakin gigih digagas oleh Amerika semenjak interaksi perdagangan
mulai memainkan peranan penting dalam hubungan internasional,
terutama di awal abad ke-21. Di awal abad ke-21 penggabungan ekonomi
global telah menyebabkan beberapa perubahan dan banyak keuntungan.
Untuk itu pemerintah dituntut agar dapat membuat berbagai macam
regulasi untuk menggairahkan perdagangan Amerika dengan negara-
negara lain di dunia guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi Amerika.

Namun di sisi lain, perdagangan global yang dikembangkan
Amerika menimbulkan persoalan baru. Akibat meningkatnya aktivitas
perdagangan luar negeri, industri manufaktur tradisional mengalami
kemunduran. Hal itu menyebabkan defisit besar dalam perdagangan
Amerika dengan negara-negara lain.26 Disinilah peranan pemerintah sangat
dibutuhkan. Pemerintah harus bisa menciptakan berbagai aturan ataupun
rgulasi yang tetap mendorong perdagangan dengan negara lain, namun di
lain pihak harus tetap melindungi eksistensi dari perdagangan dan
manufaktur tradisional domestiknya.

d. Pragmatisme dan fleksibilitas masyarakat Amerika

Pragmatisme dan fleksibilitas masyarakat Amerika telah
menghasilkan suatu ekonomi yang luar biasa dinamis.?” Secara sederhana,
pragmatis dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat mengutamakan
segi kepraktisan (nilai-nilai praktis) dan kegunaan (asas kemanfaatan).
Secara philosofis, pragmatisme dapat dipahami melalui beberapa defenisi.
Pertama, pragmatisme dapat dikatakan sebagai paham yang mempercayai
bahwa kebenaran atau nilai suatu ajaran (paham, doktrin, gagasan)
bergantung pada penerapannya bagi kepentingan manusia. Kedua,

2 Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.27.
% Alan Greenspan, Abad Prahara, Ramalan Kehancuran Ekonomi Dunia Abad Ke-21, terjemahan
Tome Beka (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), him. 252.
% Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.4.
" bid., him.5.
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pragmatisme dapat dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa
segala sesuatu tidak tetap, melainkan tumbuh dan terus mengalami
perubahan (dinamis). Ketign, pragmatisme dapat dikatakan sebagai
pandangan yang memberi penjelasan yang berguna tentang suatu
permasalahan dengan melihat sebab akibat berdasarkan kenyataan dan
pengalaman, untuk tujuan praktis.2

Pragmatisme merupakan sebuah doktrin personal yang dapat
membangun agresifitas diri, dan menekankan pada kemampuan diri untuk
dapat berdiri sendiri dan mencukupi kebutuhan sendiri. Dalam
pragmatisme, segala sesuatu dapat bersifat dinamis demi untuk tujuan
praktis.?? Suatu struktur dasar pragmatisme dan merupakan ciri khas
prinsip pragmatis adalah gagasan bahwa pembuktian dari semua
pandangan tentang realitas harus ditemukan dalam “alam pengalaman” .30

Masyarakat Amerika dikenal sebagai masyarakat yang tidak
terlalu memperhatikan masalah filsafat dalam kehidupan mereka.
Perjalanan hidup mereka lebih bersandar pada pengalaman sehari-hari
sebagai antidot terhadap hal-hal yang dogmatis atau utopis. Dalam
berbagai segmen kehidupan mereka memadukan berbagai pandangan
hidup selama hal ini dapat diterapkan. Namun demikian, banyak
pengamat yang meyakini bahwa pragmatisme merupakan falsafah hidup -
the way of life - bangsa Amerika. Falsafah ini bahkan telah melekat dalam
diri insan Amerika semenjak awal kehadiran mereka ke Dunia Baru.3!
Dengan sikap dan prinsip pragmatis ini, Amerika menata, melaksanakan,
dan mengembangkan perekonomian mereka. Pengalaman tentunya
menjadi landasan yang utama untuk mencapai tujuan yang bernilai guna
lebih baik.

Sebelumnya, masyarakat Amerika yang Kkapitalis tidak
menginginkan adanya peran dan campur tangan pemerintah dalam
perekonomian. Ini didasarkan pada prinsip laissez faire yang ada dalam
ekonomi kapitalis. Akan tetapi, prinsip itu mengalami perubahan karena
berbagai pertimbangan dari segi kegunaan. Berdasarkan pengalaman,
masyarakat Amerika menyadari bahwa peranan pemerintah memang
dibutuhkan dalam mengatur perekonomian di tengah perkembangan
zaman yang semakin kompleks. Oleh karena itu, demi tujuan praktis,
masyarakat Amerika kini menggunakan campur tangan pemerintah dalam
perekonomian. Sikap pragmatis ini juga telah mendorong terjadinya
perubahan besar. Bangsa yang sebelumnya agraris sekarang jauh lebih

% B N. Marbun, Kamus Palitik, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 450.

2 Woodbridge Riley, American Thought, (Peter Smith: Gloucester Mass, 1959), 279.

%0 Albertine Minderop, Pragmatisme Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika, (Jakarta:
Y ayasan Obor Indonesia, 2006), 56.

* |bid., 53.

12
Transnasional Vol.5 No.1 Juni 2010



bersifat perkotaan. Pengolahan industri dan manufaktur yang tradisional
kini berubah menjadi sangat modern. Sektor jasa yang tadinya belum
mendapat perhatian kini telah memiliki arti penting tersendiri dalam
perekonomian. Produksi massal kini telah terspesialisasi dan
menggunakan kecanggihan inovasi teknologi. Sehingga dapat dikatakan
bahwa prinsip pragmatis dan fleksibilitas yang melandasi pemikiran
bangsa Amerika turut serta menunjang perkembangan dan perubahan
sistem perekonomian bangsa Amerika.

Peran Pemerintah dalam Perekonomian Pasca Perubahan

Dengan adanya perubahan dari laizess faire menjadi ekonomi
campuran, berarti campur tangan pemerintah telah masuk dalam bidang
ekonomi. Setelah menjalankan sistem campuran ini, ternyata eksistensi dan
peranan pemerintah sangat penting dalam menunjang usaha peningkatan
ekonomi.

Dalam perekonomian Amerika aktivitas pemerintah mempunyai
pengaruh yang kuat setidaknya pada empat bidang. Pertama, di bidang
stabilitas dan pertumbuhan. Dalam hal ini yang terpenting mungkin adalah
peranan pemerintah pusat mengendalikan laju aktivitas ekonomi, mencoba
mempertahankan laju pertumbuhan, meningkatkan jumlah lapangan kerja,
serta menjaga stabilitas harga. Dengan menyesuaikan pengeluaran dan
tarif pajak (kebijakan fiskal) atau mengelola pemasukan uang dan
mengendalikan penggunaan kredit (kebijakan moneter), dapat diharapkan
bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat ataupun
diperlambat yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan.

Peran kedua adalah dalam hal peraturan dan pengendalian.
Pemerintah pusat Amerika mengatur perusahaan suasta dalam berbagai
cara. Peraturan ini dibagi dalam dua kategori umum, yakni peraturan
langsung dan tidak langsung yang bertujuan untuk mengendalikan harga.
Biasaya, pemerintah mencegah monopoli seperti di sektor listrik dan
kenaikan harga terlampau tinggi melewati tingkat ketentuan yang layak.
Kadangkala pemerintah memperluas kontrol ekonominya ke industri-
industri lainnya.

Peran ketiga adalah pelayanan langsung. Setiap tingkat
pemerintahan selalu menyediakan berbagai pelayanan langsung. Sebagai
contoh, pemerintah federal bertanggung jawab atas pertahanan nasional,
mendukung penelitian yang seringkali menghasilkan pengembangan
produk baru, melakukan eksplorasi ruang angkasa, dan menjalankan
berbagai program yang dirancang untuk membantu pekerja
mengembangkan keahlian mereka dan mencari pekerjaan. Sementara itu
pemerintah negara bagian bertanggung jawab atas konstruksi dan
perawatan sebagian besar jalan-jalan besar. Pemerintah negara bagian
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daerah dan kota memainkan peranan penting dalam keuangan dan
operasional sekolah umum.

Peran ke empat adalah bantuan langsung. Pemerintah juga
menyediakan berbagai macam bantuan kepada badan usaha ataupun
individu. Mereka menawarkan pinjaman berbunga rendah dan bantuan
teknis kepada usaha kecil, dan mereka juga menyediakan pinjaman untuk
membantu para siswa bersekolah. Perusahaan yang didukung pemerintah
membeli hipotek tempat tinggal para peminjam atau penyewa dan
mengubahnya menjadi surat berharga yang dapat diperjualbelikan oleh
investor untuk memotivasi pinjaman tempat tinggal. Pemerintah secara
aktif juga mendukung ekspor dan berusaha mencegah negara-negara lain
untuk mempertahankan kendala-kendala perdagangan yang membatasi
impor. Selain itu pemerintah juga memberikan jaminan sosial bagi mereka
yang tidak mampu mengurus diri sendiri seperti lanjut usia, cacat berat,
jaminan medis bagi keluarga berpendapatan rendah, dan jaminan sosial
lainnya.32

Aktivitas pemerintah dalam bidang ekonomi di atas menunjukkan
arti penting pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian Amerika
Serikat. Sebagai regulator dan stabilisator, tindakan pemerintah amat
membantu demi kesinambungan dan perkembangan ekonomi. Sehingga,
keberhasilan ekonomi Amerika Serikat tidak dapat dipisahkan dari campur
tangan pemerintah.

Simpulan

Sistem ekonomi kapitalis sangat dikenal dengan semboyan laissez
faire. Semboyan yang menjadi prinsip dasar ini dikembangkan oleh
ekonom Inggris yang bernama Adam Smith. Perekonomian kapitalistik
yang dijalankan dengan prinsip laissez faire menginginkan tidak adanya
campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi.

Masyarakat Amerika adalah masyarakat yang menjalankan
perekonomiannya dengan menggunakan sistem kapitalis. Semula bangsa
Amerika memegang teguh prinsip laissez faire ini dalam sistem
perekonomian mereka. Akan tetapi ditengah perjalanan menuju
kesejahteraan ekonomi, masyarakat Amerika mengalami perubahan.
Bangsa Amerika mulai merasakan arti pentingnya peranan pemerintah
dalam mengatur perekonomian untuk mencapai kesejahteraan.

Berbagai tuntutan perkembangan zaman dan interaksi
perekonomian yang semakin kompleks memerlukan campur tangan
pemerintah. Kelompok pebisnis tidak mampu untuk mengatur sendiri
semua perangkat yang berhubungan dengan sistem ekonomi. Banyaknya

%2 Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat, ed. Gordon Manuaian, him.14-18.
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persoalan yang timbul dari perkembangan ekonomi dan interaksi bisnis
dan perdagangan, menuntut perlunya otoritas lain di luar bisnis untuk
mengatur dan mengendalikan sistem agar tidak terjadi benturan. Dari
sinilah masyarakat Amerika mulai menyadari akan pentingnya peranan
pemerintah dalam turut serta mengatur perekonomian negara.

Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan pentingnya
peranan pemerintah dalam perekonomian Amerika. Meningkatnya jumlah
kekayaan yang beredar dalam lingkungan masyarakat; inovasi teknologi;
meningkatnya perdagangan dengan negara lain; dan pragmatisme dan
fleksibilitas bangsa Amerika. Kesemua faktor inilah yang menghadirkan
pemerintah sebagai unsur penting yang dibutuhkan campur tangannya
dalam mengatur sistem perekonomian.

Setelah intervensi pemerintah memiliki ruang tersendiri dalam
sistem perekonomian Amerika, ternyata banyak hal yang dapat
dilakukannya untuk melaksanakan berbagai perbaikan dan guna mencapai
tujuan kesejahteraan bangsa Amerika. Oleh kaerna itu, adanya campur
tangan pemerintah dalam urusan ekonomi memberikan pengaruh dan
nilai-nilai penting tersendiri dalam usaha mencapai kesejahteraan ekonomi
Amerika karena mampu menangani persoalan-persoalan yang muncul
akibat perkembangan aktivitas perekonomian dalam masyarakat. Oleh
karena itu, prestasi ekonomi Amerika di hadapan internasional serta
kesejahteraan domestik yang dicapainya tidak terlepas dari campur tangan
pemerintah. Jadi, tidaklah salah jika bangsa Amerika mengorbankan
semboyan laissez fair dan mengubahnya menjadi ekonomi campuran yang
mengkombinasikan peran pasar dan pemerintah dalam satu ruang.
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Strategic Partnership Agreement antara Indonesia-India
Arin Fithriana, SIP, M.Si 1
Abstract

International cooperation is an accomplishment effort pocking a national interest
for a country. International cooperation will be more endeavored if the benefits that
will be gotten greater than the consequences it self. This research figure process
making for and trips national strategic industry independence through Strategic
Partnership Agreement between Indonesia and India. Strategic industry at
Indonesian as Pindad, PT.PAL, PT.DI, have once produced ”defenses system main
tool”. for need state, but reqular is "defenses system main tool” even frequent
present aught reputed was obsolescent. Severally case as fall its commercial plane
in a general way and military plane on notably constitutes are several prove will
that view. "defenses system main tool”'s finance also constitutes one classic
problem that often arises deep its bearing with function from state’s “defenses
system main tool”. Fund for fixing "defenses system main tool” that proprietary by
Indonesian average more expensive than buying a new one. On the other side forms
a state defense policy is a priority divide Indonesia. Since Indonesia is wallow in
variety state of nature. Beside it, trade route universalizes a lot of through
Indonesia theritory.

Therefore of that, needed a strategic industrial independence national one
produce military stuffs based on need state. That independent wish one of it is
endeavored by determining with state which Indonesia will make a relationship
with. That independence deep have been implementing in defense and security
cooperative form with India based on free active foreign policy in UU No.37 tahun
1999. India military facet with budget as big as US$ 13,6 milliards strictly for
2000 / 2001, pointing out its ability to become one of military which most strength
at Asian. Acquisition did by mechanism that adequately complexes and
professional. Intensity meets from both army forces and military officer interchange
be expected cans be effective technological averting for Indonesia’s strategic
industry independence.

Keywords:  Peace Strategies, Security, National Interest, and Strategic
Partnership Agreement

Latar Belakang

Indonesia dan India telah memiliki hubungan yang baik dalam
ikatan sejarah yang panjang. Sebelum mencapai kemerdekaannya masing-
masing, Indonesia dan India telah mendukung satu sama lain dalam upaya
untuk mencapai kemandirian dan kemerdekaan hakiki. Setelah mencapai

! Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Budi Luhur
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kemerdekaan sebagai negara berdaulat, Indonesia dan India bekerjasama
sebagai co-sponsorship Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 dan menjadi
pilar pertama dalam gerakan Non-Blok di tahun 1961 yang memfokuskan
diri pada perjuangan mencapai kemerdekaan, pengurangan kemiskinan,
peningkatan ekonomi serta gerakan anti kolonialisme, imperialisme, dan
neo-kolonialisme.2

Indonesia dan India juga memiliki berbagai macam kemiripan
seperti luas geografis, ukuran dan keanekaragaman etnis, nilai sosial dan
budaya, serta ikatan sejarah di antara kedua negara. Indonesia dan India
telah dikenal sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia, anti
kolonialisme, dan memiliki keadaan masyarakat yang jamak. Sebagai dua
negara demokrasi yang besar, Indonesia dan India sangat berperan aktif
dalam mempromosikan kedamaian serta stabilitas di Asia. Terkait dengan
kedekatan sejarah, kemiripan luas geografis, ukuran dan keanekaragaman
etnis, nilai sosial dan budaya, dan kemiripan-kemiripan lainnya, adalah hal
yang penting bagi kedua negara untuk memperkuat hubungan yang sudah
terjalin dengan baik dan diintegrasikan dalam suatu kemitraan strategis
yang bersahabat sehingga dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan
dan stabilitas kawasan .3

Hubungan antara Indonesia dan India sudah begitu intensif. Kedua
negara telah memiliki fondasi dasar yang kuat dan memiliki kedekatan
sejarah untuk meningkatkan hubungan bilateral. Kedua negara juga
memiliki kemiripan dalam kemajemukan bangsa sebagai kekuatan nilai
sosial dan budaya sekaligus sebagai dua negara demokrasi terbesar di
dunia. Beberapa persamaan karakter ini mendorong kedua negara untuk
saling bekerjasama guna meningkatkan hubungan bilateral yang sudah
terjalin dengan sangat baik.

Pihak Indonesia, melalui Departemen Hukum dan Pertahanan
melihat Perkembangan dunia masih banyak dipengaruhi oleh kebijakan
negara-negara major powers dalam mengamankan kepentingan nasional
masing-masing demi kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan baik
untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dinamika politik dan
keamanan internasional, masih bergantung pada keseriusan negara-negara
besar dalam memelihara perdamaian dan stabilitas internasional,
mengurangi adventurisme politik luar negeri yang mendorong instabilitas
dan gejolak di berbagai kawasan. Hal ini menyebabkan meningkatnya
upaya peningkatan kekuatan militer oleh seluruh negara di dunia dalam
rangka menjamin kelangsungan hidup dengan memperkuat kemampuan

2 Departemen Luar Negeri, Prospect of Indonesia-India relations (Mutual Exchange), Jakarta, h.88.
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daya tangkal menghadapi ancaman tradisional dan non-tradisional.
Termasuk Indonesia. Membangun kekuatan angkatan perang bagi negara
sebesar Indonesia,pantas menjadi prioritas. Panjangnya perbatasan negara,
baik di darat, laut, dan lebih-lebih kolom udara yang harus diamankan,
adalah contoh dari betapa pentingnya kita memiliki kekuatan yang
sepadan. Negara kita memang tidak berada pada satu posisi yang banyak
ancaman, seperti halnya India atau China. Namun, maraknya illegal logging
dan segala macam illegal lainnya yang lalu lalang di lintas perbatasan
negara tentu tidak bisa terus dibiarkan. Kegiatan yang merugikan negara
ini diam-diam juga telah berkembang, baik modus maupun peralatan yang
menjadi kian canggih. Selain itu, kini hampir seluruh negaranegara kecil di
sekeliling kita tanpa tanggung-tanggung sedang mengembangkan
kekuatan perangnya. Tidak perlu diamati dari data intelijen karena
pengembangan yang mereka lakukan dilaksanakan secara terang-
terangan.

Melihat kondisi ini, Indonesia menganggap kerjasama strategis
dengan India dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan di atas,
khususnya pengembangan kualitas pertahanan dan keamanan nasional,
serta memenuhi kebutuhan minimal dari prisnsip pertahanan dan
keamanan negara yang sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia No. 7 Tahun 2008 mengenai kebijakan umum pertahanan negara.
Dimana kebijakan pertahanan nasional disusun agar penyelenggaraan
pertahanan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal ini
disesuaikan dengan anggaran negara yang masih sangat terbatas. Maka
dari itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk meneliti potensi
dari Kemitraan Strategis antara kedua negara demi peningkatan industri
strategis domestik terutama peningkatan kualitas sistem pertahanan dan
keamanan Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan permasalahan
yang sekaligus difungsikan sebagai pertanyaan penelitian, yaitu: “Apakah
Strategic Partnership Agreement antara Indonesia-India efektif bagi
kemandirian industri strategis Indonesia?”

Tujuan Penelitian

Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dari New Srategic
artnership Agreemnet Indonesia-India bagi pengembangan industri
pertahanan Indonesia, dan untuk mengintegrasikan beberapa solusi bagi
peningkatan  kualitas  pertahanan @ dan  keamanan Indonesia.
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Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan
perspektif neo-realis demi terintegrasinya kesimpulan-kesimpulan yang
diinginkan. Neorealisme pada dasarnya mengemuka sebagai kritik
terhadap realisme yang cenderung menganggap aktor negara sebagai satu-
satunya aktor dominan dalam hubungan internasional.* Sementara itu
globalisasi yang sangat dicirikan dengan revolusi teknologi informasi,
komunikasi diyakini akan mengubah secara signifikan peta hubungan
internasional. Realisme dengan kata lain dianggap sudah tidak mampu lagi
menyediakan “usable map of the world”5

Sebaliknya, globalisasi dengan berbagai variannya telah mengubah
politik internasional menjadi “post-international politics” dimana aktor non-
negara mulai mengemuka sebagai aktor dominan selain aktor negara
dengan kapasitas dan kapabilitas interaksi yang telah melebihi aktor non-
negara. Sebagai konsekuensinya, tata interaksi internasional semakin rumit
dan kompleks dimana dunia menjadi semakin multi centric.6

Oleh karena itu, kajian ini kemudian tidak lagi didominasi oleh
aspek iliter semata tetapi diwarnai juga oleh studi perdamaian yang
memfokuskan pada isu-isu pembangunan (terutama di negarta-negara
berkembang) seperti; kolonialisme baru, keterbelakangan ekonomi,
kekerasan struktural, demokrasi, dan konflik sosial-budaya.” Dengan
demikian, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara tingkat keamanan
domestik dan keamanan internasional dengan isu-isu pembangunan baik
dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Perubahan-perubahan mendasar yang melanda dunia sejak akhir
dekade 80-an ini kemudian memunculkan suatu kombinasi baru antara
kajian perdamaian dan keamanan/strategis yang dikenal sebagai peace
strategies® Konsep ini menekankan pembahasannya pada upaya
pencapaian keamanan dan perdamaian nasional, regional, serta
internasional melalui pendekatan holisitik yang menggabungkan
penerapan teori perdamaian, konflik, pembangunan dan peradaban umat
manusia. Atau dengan kata lain peace strategies memfokuskan pencapaian
keamnan dan perdamaian tanpaa harus berperang (security and peace
without war). Dengan demikian, kajian keamanan, menurut neo-realisme,

4 John Gerard Ruggie, The False Premise of Realism. Dalam International Security, Vol.20,
No0.1,1995, h. 62-70.

5 Robin Brown dan Mike Bowker, The Globalization of World Politics: An Introduction to
International Relations, Cambridge, h. 3.

6 James Rosenau, Turbulance in World Palitics. A Theory of Change and Continuity,

Hertfordhire, h. 96-98.

7Y ulius P. Hermawan, Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional. Aktor, Isu dan

Ideologi, Y ogyakarta, h. 34.

8 Johan Galtung, Peace by Peaceful Means: Peace, Conflict, Development and Civilization,

London, h. 35.
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dapat dikatakan sebagai kajian yang indispensable dalam Hubungan
Internasional.?

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan konsep kerjasama.
Bahwa kerjasama dibutuhkan untuk melakukan interaksi dengan negara
lain. Frankel berpendapat interaksi yang berlangsung dalam rangka
kerjasama tersebut tidak tampak pada konflik dengan begitu kerjasama
tidak termasuk dalam sirkuit politik yang titik sasarannya adalah power
dan konflik, terutama termasuk dalam bidang pemerintahan. Kerjasama
akan diusahakan apabila manfaat yang akan diperoleh diperkirtakan akan
lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya,
oleh sebab itu keberhasilan kerjasama dapat diukur dari perbandingan
besar manfaat yang dicapaai terhadap konsekuensi yang ditanggungnya.10

Metode Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan melihat hubungan
sebab-akibat dari gejala-gejala yang diteliti dalam suatu latar yang bersifat
alamiah.!! Penelitian kualitatif terfokus pada fenomena tertentu yang tidak
memiliki generalisasi dan perbandingan, tetapi memiliki validitasi internal
dan pemahaman yang konseptual.’? Teknik pengumpulan data yang
digunakan pada penelitian ini adalah teknik pengumpulan data
kepustakaan atau library research.

Kondisi Lingkungan Strategis Internasional.

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling
keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan
internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama
regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang
semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga
terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional
yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia
(HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “good
governance” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja,
kejahatan transnasional seperti terorisme, dan lain-lain. Fenomena tersebut
di atas diikuti pula oleh fenomena globalisasi yang semakin meluas,
dimana globalisasi merupakan arus kekuatan yang dampaknya tidak dapat

9 .

Ibid.
° Drs. R. Soeprapto, HI,Sistem interaksi dan Perilaku (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
h. 143.

Y. Maman Kh, dalam Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif Dengan Kualitatif, diakses
pada http://rudyct.tripod.com/sem1_023/maman_kh.htm
12 Chaedar Alwasilah, Pokoknya K ualitatif: Dasar-Dasar merrancang dan melakukan penelitian
kualitatif, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, hal 143.
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dielakkan oleh negara manapun di dunia. Globalisasi telah membawa
berbagai peluang besar bagi kemajuan perekonomian negara-negara yang
dapat memanfaatkannya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi
pada kenyataannya juga memiliki dampak yang merugikan, khususnya
bagi negara-negara yang belum atau kurang mampu memanfaatkan
kesempatan yang tersedia.’?

Setelah 20 tahun pasca perang dingin, politik ekslusif Amerika
Serikat memang masih terjadi di berbagai kawasan, tetapi sudah mulai
melemah secara berangsur-angsur. Dalam gambaran dunia yang
kontradiktif, muncul kekuatan-kekuatan baru di luar Amerika. Untuk
kawasan Eropa, Uni Eropa masih merupakan benih kekuatan baru kendati
di tahun 2005 mereka gagal menyepakati konstitusi bersama. Di Asia
Selatan, India muncul sebagai salah satu kekuatan yang sangat
berpengaruh dan menjadi penentu stabilitas di kawasan. Sedangkan di
kawasan Asia Timur, China dan Jepang memainkan peranan politik yang
sangat penting. Pergeseran kekuatan ini disebabkan salah satunya oleh
faktor ekonomi, lebih spesifik lagi adalah soal minyak. Di tahun yang akan
datang, persoalan energi ini masih akan tetap menjadi motor dinamika
politik dunia. Perebutan pengaruh atas sumber minyak dunia tercermin di
lapangan geostrategi. Ketika Amerika berhasil mengontrol minyak Timur
Tengah, China dan Rusia berhasil menguasai jalur eksplorasi minyak Asia
Tengah dan Laut Utara. Medan pengaruh minyak masih akan meluas ke
wilayah lain seperti Asia Tenggara, Afika dan lainlain.

Selain itu, Kemajuan teknologi pertahanan dan militer AS sangat
signifikan terkait dengan berkembangnya sistem senjata dengan peluru
kendali tepat sasaran (precision guided amunition atau smart weapons) telah
merubah pola peperangan dari jarak dekat ke jarak jauh melalui serangan
tepat dari jarak jauh. Konsekuensi teknologi tersebut paling tidak dapat
menjadi potensi ancaman bagi setiap negara, khususnya Indonesia yang
kebetulan memiliki kondisi geografis, luas wilayah, jumlah penduduk,
sumber daya serta posisi dan letaknya yang strategis.

Dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kontradiksi inilah
yang menjadi lingkungan strategis di mana diplomasi Indonesia dapat
dijalankan secara tepat dan menyeluruh. Peluang untuk memanfaatkan
kesempatan yang terbuka dari era globalisasi ini, akan tergantung pada
kedekatan faktor-faktor internasional dengan faktor-faktor domestik
(intermestik). Kemajuan dari proses reformasi dan demokratisasi telah
memungkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih siap  dalam
menghadapi proses globalisasi dan mampu menempatkan dirinya tampa
ada rasa kecanggungan dalam arus utama dari masyarakat global.

13 http://strahan.dephan.go.id/ditanlingstrallingstra.pdf, Perkembangan Lingkungan Strategs dan
Prediksi Tahun 2008, diakses pada 1 Juli 2009, pkl. 17.38 WIB
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Sementara itu aspek eksternal ini juga menunjukkan kecil kemungkinan
terjadi perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan
Asia Pasifik yang akan mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia.
Kemungkinan terjadinya invasi militer ke Indonesia juga sangat kecil.
Secara ekonomi dan politik, perang dan invasi militer adalah pilihan yang
mahal baik dilihat dari politik domestik maupun dalam hubungan antar
bangsa yang akan makin saling tergantung di mana kepentingan nasional
hanya bisa dipenuhi melalui kerjasama internasional. Dalam situasi seperti
itu negara dan bangsa akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas dalam
menentukan kebijakan nasional mereka yang mempersempit kemungkinan
lahirnya kebijakan luar negeri dan pertahanan yang agresif.14

Kondisi Lingkungan Strategis Kawasan
Adanya peran dan dominasi AS di kawasan Asia Pasifik, utamanya di Asia
Tenggara dalam dimensi politik, ekonomi dan militer, telah memberi
makna betapa besarnya pengaruh AS dalam menerapkan kebijakannya
sesuai dengan agenda globalnya. Kepentingan Jepang selaku mitra
keamanan strategis AS di kawasan juga dilindungi melalui berbagai
kebijakan ekonomi, politik dengan sasaran akhir eksistensi kerjasama
keamanan kedua negara mengacu pada kesepakatan WTO dalam
memperebutkan keunggulan ekonomi (economy advantages). Bangkitnya
China sebagai kekuatan baru ekonomi global dan regional, diprediksikan
akan mampu mengimbangi kemajuan dan dominasi ekonomi Jepang di
kawasan dalam 5 tahun ke depan. Di kawasan Eropa, pengaruh UE juga
semakin Iuas menyusul perluasan keanggotaan UE dan NATO.
Kecenderungan regionalisme dan integrasi ekonomi di kawasan,
sesungguhnya erat kaitannya dengan mengemukanya globalisasi ekonomi
dunia, menyusul terbentuknya gagasan Asia Pasific Economic Cooperation
(APEC) dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) termasuk Free Trade Zone yang
akan diterapkan di Batam. Terhitung sejak tahun 2001 hingga kini
misalnya, pertumbuhan ekonomi di kawasan mencatat angka kenaikan
yang cukup signifikan, dibandingkan sebelum pasca krisis ekonomi 1997-
2000. Meskipun demikian kondisi perekonomian belum sepenuhnya stabil
seiring semakin meningkatnya isu-isu kejahatan lintas negara seperti,
merebaknya isu pencucian uang dan penyelundupan barang di beberapa
negara di Asia Pasifik. ASEAN juga telah mengantisipasi perubahan
tersebut di atas. Hal ini dapat dilihat dari hasil kesepakatan para pemimpin
ASEAN pada KTIT ke-12 di Cebu, Filipina pada awal Januari 2007. Tiga
poin penting kesepakatan tersebut yaitu mempercepat terwujudnya
Masyarakat ASEAN (ASEAN Economic Community, Security Comunity) dan

4 http:/www.tandef.net/prediksi -ancaman-terhadap-perkembangan-lingkungan-strategis, Prediksi
Ancaman Terhadap Perkembangan Lingkungan Strategis, diakses pada 12 Juli, pkl.07.02 WIB.
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menyepakati tahun 2015 diberlakukannya blok perdagangan bebas,
dimana akan berlangsung liberalisasi arus barang, jasa, investasi dan modal
di kawasan Asia Tenggara sebagai zona perdagangan paling besar di
dunia, yang didukung sekitar 10 % penduduk dunia.

Isu kejahatan lintas negara dan kerjasama keamanan regional.
Permasalahan keamanan regional pada dasarnya bertumpu pada isu-isu
klasik di kawasan yang secara fenomenal telah berhasil diatasi melalui
model kerjasama ASEAN. Isu fundamentalisme agama dan radikalisme
agama tertentu di beberapa negara ASEAN, dituduh pihak Barat terkait
dengan kegiatan jaringan terorisme internasional dan merupakan isu
keamanan sentral sampai lima tahun ke depan. Dalam konteks kerjasama
keamanan di kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan Indonesia,
Singapura dan Malaysia telah menunjukkan upaya cooperative security di
kawasan. Hal ini terlepas dari adanya keinginan Singapura dalam
mendorong terbentuknya RMSI (Regional Maritime and Security Initiative)
yang dimotori oleh USPACOM (US Pasific Command) guna mengatasi isu
kejahatan terorisme maritim dan keamanan laut di Selat Malaka dan
sekitarnya.15

Keadaan Lingkungan Strategis Nasional

Proses politik dan demokratisasi. Akhir tahun 2004 juga ditandai
dengan keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu dengan
sistem pemilihan langsung. Proses Pemilu yang sangat transparan
merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi
ini. Sesuai amanat Undang-undang, maka posisi Presiden menjadi sangat
kuat sehingga tidak mudah untuk dijatuhkan Parlemen. Di sisi lain, DPR
yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat, menjadi kekuatan
penyeimbang yang perannya sangat penting selaku pengawas dan
pengontrol setiap kebijakan Pemerintah. Isu separatisme. Tiga kasus besar
gerakan separatis politik dan bersenjata yang kini mengarah pada upaya
pemisahan diri dari NKRI yakni, gerakan separatis bersenjata di Aceh,
Gerakan Aceh Merdeka/GAM (yang telah sepakat untuk mengakui dan
bergabung kembali dalam NKRI), kelompok separatis politik (KSP) dan
kelompok separatis bersenjata (KSB/TPN) yang berinduk di bawah OPM
di Papua, serta upaya pembentukan kembali Republik Maluku Selatan
(RMS) melalui pembentukan organisasi RMS gaya baru yakni Forum
Kedaulatan Maluku (FKM).

Terorisme dan gerakan kelompok radikal. Meski ruang gerak
kelompok teroris ini sudah semakin sempit karena langkah-langkah yang
diambil aparat keamanan, namun realitas bahwa mereka masih eksis

15 Sadono, SH, http://bul etinlitbang.dephan.go.id/index.aspvnomor=18& mnorutisi=5,
Pengembangan Geopolitik Indonesia, diakses pada 12 Juli, pkl. 07.04 WIB
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menunjukkan bahwa permasalahan terorisme bukan masalah sederhana.
Permasalahan terorisme yang dilatarbelakangi belum tuntasnya
penyelesaian masalah politik di Timur Tengah, menjadi semakin rumit
karena telah berinteraksi dengan isu agama. Aksi kekerasan dan konflik
komunal. Meski langkah-langkah penegakkan hukum telah diambil,
namun diperkirakan kasus-kasus kekerasan dan konflik-konflik komunal
masih akan terjadi secara insidentil. Penanganannya diawali dengan
pendekatan pembangunan kebangsaan, tanpa mengabaikan keberagaman
budaya, dan pada saat yang sama dilaksanakan pembangunan
kesejahteraan. Meskipun upaya peningkatan kualitas proses politik dalam
rangka normalisasi dan stabilisasi kehidupan masyarakat disejumlah
daerah konflik dan rawan konflik relatif berjalan Iambat, tetapi perbaikan
struktur dan proses politik menuju resolusi konflik secara bertahap dapat
berjalan dengan baik. Isu keamanan teritorial, perbatasan dan pulau
terluar. Dalam isu keamanan perbatasan baik perbatasan darat maupun
laut, terdapat sejumlah permasalahan tapal batas wilayah yang harus
segera diatasi. Isu keamanan perbatasan tersebut, juga meliputi adanya
kondisi pulau-pulau terluar yang berada dan berbatasan langsung dengan
beberapa negara tetangga yang sesungguhnya berpotensi dapat lepas dari
NKRI bila tidak dapat dipelihara dan dijaga dengan baik.1¢

Dari pemaparan di atas, terlihat bahwa masalah ancaman bagi
kedaulatan Indonesia sering berasal dari perairan. Perairan pula, yang
apabila dapat Indonesia mengelolanya serta dapat memberikan
pengamanan yang baik, maka akan memberikan timbal balik positif bagi
sektor-sektor formal seperti ekonomi, perdanganan, serta keamanan dan
stabilitas kawasan. Negara Indonesia adalah negara besar yang memiliki
beragam potensi sumber daya alam. Salah satunya adalah sumber daya
kelautan, baik hayati maupun non hayati, yang dapat diperbaharui
(renewable) maupun yang tidak dapat diperbaharui (unrenewable), yang
berada di permukaan laut, di bawah permukaan, maupun yang terpendam
di dasarnya.

Semua potensi tersebut memberikan kesempatan bagi bangsa
Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Kenyataan bahwa sepertiga
luas wilayah indonesia adalah laut dan 60% penduduknya hidup di daerah
pesisir, bangsa ini memerlukan strategi pembangunan nasional yang
berorientasi laut. Selama ini strategi itu tidak berjalan optimal, karena
lemahnya koordinasi sektoral lembaga pemerintah. Kendala lainnya adalah
belum bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia dalam memahami bentuk
negara kepulauan dengan segenap potensinya. Tetapi, penekanan yang

16 Sadono.SH, Perkembangan Geopolitik Indonesia 5-10 Ke Depan Guna Mmpertahankan
Keutuhan NKRI, http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?vnomor=18& mnorutisi=5, diakses
pada 13 Juli, pkl. 11.12 WIB.
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sama akan muncul kembali, yaitu sekaya apapun suatu negara akan SDA
nya, akan percuma apabila tidak dapat mengelola dan menjaganya dari
ancaman-ancaaman internal maupun eksternal. Maka dari itu, Indonesia
berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya dengan
membentuk kemitraan strategis dengan negara lain yang sesuai dengan
arah kebijakan Indonesia dan anggaran dana yang masih sangat terbatas.
Sehingga kemitraan strategis ini dapat memenuhi kebutuhan minimal bagi
pertahanan dan keamanan Indonesia serta efektif dalam memberikan
transfer of knowledge yang strategis bagi Indonesia.

Salah satu negara yang memenuhi standar tersebut adalah India.
Pemerintah Indonesia menganggap India sebagai partner strategis bagi
pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. India telah menunjukkan
peningkatan yang luar biasa, sehingga menjadi calon kekuatan global di
masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi negara Hindustan ini
mencapai 6,8 % pada tahun 2004, GDP meningkat hingga 8 %, peningkatan
investasi asing langsung sama baiknya dengan penigkatan investasi
lembaga asing, peningkatan nilai hasil perdagangan baik impor maupun
ekspor melebihi 130 milliar dollar AS pada tahun 2004, cadangan valuta
asing yang mencapai 131 milliar dollar AS, kemajuan teknologi seperti
Teknologi Informasi yang dihasilkan dari produk software dan jasa servis
mencapai 8 milliar dollar AS, dimana penghasilan tersebut sejalan dengan
perkembangan di bidang industri, ilmu dan teknologi, serta sektor
pendidikan.

Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang aktif dan mandiri

Kebijakan luar negeri Indonesia dibentuk dari beberapa faktor
seperti sejarah nasional, kondisi geografis, demografi, keamanan dan
kepentingan nasional. Faktor-faktor ini mempengaruhi Indonesia untuk
mengadopsi kebijakan laur negeri yang mandiri, di mana Indonesia sendiri
yang akan menentukan dan memutuskan posisinya sendiri dalam isu-isu
dunia tanpa tekanan dan pengaruh dari pihak luar. Filosofi di balik prinsip
ini termaktub dalam UU RI 1945. dalam pembukaan terdapat empat
paragraf dan termasuk muatan-muatan mengenai anti terhadap
kolonialisme di seluruh dunia, perjuangan untuk meraih kemerdekaan,
deklarasi kemerdekaan dan pernyataan mengenai cita-cita bangsa dan
prinsip-prinsip yang bersifat fundamental. Atas dasar inilah akhirnya
Indonesia binisiatif untuk mengadakan kerjasama strategis dengan
beberapa negara guna menembus tantangan arus globalisasi, menjawab
tantangan ekonomi global, membentuk kemandirian, dan dapat menjaga
kedaulatan nasional sekaligus menjawab pandangan skeptis bahwa negara-
negara di luar major power akan sulit untuk mengembangkan kebijakan
luar negerinya dan membentuk sistem pertahanan yang agresif.
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Gambaran Umum Strategic Partnership Agreement Indonesia-India 2005.
Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden
Republik India, Pratibha Devisingh Patil telah dilaksanakan pada tanggal 1
Desember 2008 di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan
dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Republik India, Pratibha
Devisingh Patil tanggal 28 November-3 Desember 2008, yang merupakan
kunjungan pertama kali ke Indonesia. Sebelumnya Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah melakukan kunjungan kenegaraan ke New
Delhi, India, tanggal 21-24 November 2005 dan melakukan pembicaraan
dengan Presiden India, Dr. A.P.J Abdul Kalam dan PM India, Dr.
Manmohan Singh. Kunjungan Presiden India ke Indonesia dilakukan pada
saat situasi dan kondisi dalam negeri India yang diwarnai serangan teroris
peledakan bom di Mumbai, India. Namun demikian, Presiden India tidak
bermaksud untuk membatalkan kunjungannya ke Indonesia. Hal ini
membuktikan keinginan yang kuat dari Pemerintah India untuk
melakukan peningkatan kerjasama bilateral dengan Indonesia.l”

Pertemuan ini dapat dicermati sebagai momentum baru dalam
hubungan bilateral kedua negara. Indonesia dan India telah
menandatangani Kemitraan Strategis pada saat kunjungan Presiden RI ke
India tahun 2005, yang telah diimplementasikan dalam rencana aksi. Sejak
saat itu perkembangan kerjasama bilateral meningkat dengan cepat.
Sebagaimana ditegaskan Presiden India bahwa kunjungannnya ke
Indonesia bertujuan untuk memperdalam kemitraan strategis yang akan
menjadi faktor untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan India.

Dalam pertemuan Presiden RI dan Presiden India tersebut, telah
disepakati usaha-usaha untuk meningkatkan kemitraan strategis antara
kedua negara melalui peningkatan volume perdagangan hingga menjadi
US$ 10 milyar pada tahun 2010. Selama ini didasarkan data Departemen
Perdagangan nilai perdagangan Indonesia-India terus mengalami
peningkatan, yaitu tahun 2005 sebesar US$ 3,93 milyar, tahun 2006 sebesar
US$ 4,79 milyar dan tahun 2007 menjadi US$ 6,55 milyar. Perdagangan
Indonesia dan India pada umumnya menunjukkan surplus bagi Indonesia.
Hal ini merupakan peluang yang sangat besar bagi prospek perdagangan
Indonesia ke India. 18

Kedua pemimpin telah sepakat untuk mendorong peningkatkan
investasi dan kerjasama ekonomi. Hubungan dan kerjasama di bidang
investasi Indonesia- India telah menunjukkan peningkatan yang
significant, terutama minat investasi pengusaha India di Indonesia, seperti
perusahaan India di bidang otomotif/ perusahaan motor TVS. Dalam
kesempatan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman

7 http:/www.setneg.go.id.24, diakses pada 3 Maret 2009, pukul 13.53 WIB.
18 | bid.
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(memorandum of understanding) dalam bidang Pertanian, Kepemudaan dan
Olah Raga serta keinginan kedua negara untuk mendorong peningkatkan
kerja sama dalam bidang pendidikan, farmasi, teknologi dan informasi,
serta industri perfilman. Kedua pemimpin juga telah menunjukkan
komitmennya untuk memerangi terorisme. Dalam kesempatan konferensi
pers bersama, Presiden RI mengungkapkan belasungkawa atas terjadinya
serangan teroris di Mumbai, India, yang merenggut korban jiwa dan
material yang tidak sedikit dan mengajak Presiden India serta seluruh
dunia untuk bekerja sama memerangi terorisme serta peningkatan
kerjasama internasional untuk memerangi terorisme. Presiden India juga
berharap dapat melakukan kerjasama dengan Indonesia untuk memerangi
terorisme karena antara Indonesia dan India memiliki kemiripan dalam
isu-isu keamanan yang dihadapi oleh kedua negara. Kesepakatan-
kesepakatan tersebut merupakan peluang strategis dalam peningkatan
hubungan bilateral Indonesia-India terutama dalam memanfaatkan
keunggulan-keunggulan militer yang dimiliki India yang dapat diterapkan
di Indonesia. Kemiripan-kemiripan serta kedekatan sejarah yang dimiliki
antara Indonesia dan India akan menjadi potensi dasar dalam peningkatan
hubungan dan kerjasama bilateral antara kedua negara. Pemerintah dan
dunia usaha Indonesia perlu untuk mencermati dan menindaklanjuti hasil-
hasil kesepakatan yang dapat dimanfaatkan menjadi peluang kerjasama
yang saling menguntungkan

Kemandirian Industri Strategis

Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa apabila suatu
negara ingin damai, maka negara tersebut harus siap untuk berperang.
Proses menuju kemandirian industri strategis tentunya merupakan imbas
dari perkembangan lingkungan strategis global, kawasan, serta domestik.
Dimana keadaan dunia saat ini penuh akan sikap anarkis. Negara-negara
super power makin meningkatkan kemampuan militernya ataupun
mengembangkan industri-industri pendukung seperti yang dilakukan oleh
Amerika Serikat dan Rusia. Negara-negara kuat baru juga seakan tidak
mau kalah dan terus mengembangkan kualitas industri militernya
sehingga dapat menjadi pesaing dari negara-negara super power di atas
seperti China, Iran, Korea Utara, Pakistan, dan tentunya India. Fakta ini
tidak membuat negara-negara berkembang atau sedang berkembang diam.
Lebih dari pada itu, mereka mulai ikut meningkatkan kualitas militernya
yang dibungkus dalam kebijakan pertahanan dan keamanan guna
menahan pengaruh negaranegara kuat demi terjaganya kedaulatan negara
dan kepentingan nasional masing-masing. Dunia yang penuh dengan
ketidakpastian dan kontradiksi inilah yang menjadi lingkungan strategis di
mana diplomasi Indonesia dapat dijalankan secara tepat dan menyeluruh.
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Peluang untuk memanfaatkan kesempatan yang terbuka dari era
globalisasi ini, akan tergantung pada kedekatan faktor-faktor internasional
dengan faktor-faktor domestik. Kemajuan dari proses reformasi dan
demokratisasi

telah memungkinkan Indonesia menjadi negara yang lebih siap dalam
menghadapi proses globalisasi dan mampu menempatkan dirinya tampa
ada rasa kecanggungan dalam arus utama dari masyarakat global.

Secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi
yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan.
Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya yang beragam, bangsa, dan negara Indonesia memerlukan
kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya
kedaulatan NKRI. Sejalan dengan tugas fungsi dan peran pertahanan
negara yang tidak semata-mata hanya ditujukan kepada ancaman dari luar,
tetapi juga berfungsi untuk mengatasi ancaman dalam negeri, seperti
pemberontakan bersenjata, dan dalam menangani dampak bencana,
kemampuan pertahanan yang kuat dan solid, tidak saja akan
menempatkan NKRI semakin disegani dan dihormati dalam pergaulan
internasional, tetapi juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat
di dalam menangani bencana di dalam negeri, seperti bencana tsunami
yang telah terjadi di Aceh. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan
pemerintah yang pro akan proses menuju kemandirian industri strategis.

Dalam rangka mendorong timbulnya inovasi teknologi, upaya
transfer teknologi, peningkatan produktivitas dalam mendorong
berkembangnya industri, paling tidak ada empat tingkat peranan
pemerintah yaitu pada tingkat pertama, yaitu pada tingkatan
makroekonomi berupa kebijakan yang mampu menciptakan suatu iklim
yang mampu merangsang investasi dan pertumbuhan. Banyak studi
menunjukkan bahwa tingkat bunga dan nilai tukar yang layak, inflasi yang
rendah, serta prospek pertumbuhan barang-barang andalan untuk
produksi dan ekspor sangatlah esensial guna memelihara peningkatan
daya saing internasional. Selain dari pada itu, tentu diperlukan kebijakan
investasi yang mendorong meningkatnya tabungan nasional. Semakin
mampu suatu negara meningkatkan daya saing ini, semakin merangsang
industri dan pengusaha melakukan upaya-upaya inovasi, dan semakin
pula mendorong mereka lebih melakukan upaya transfer teknologi dengan
makin meningkatnya barang modal yang masuk karena meningkatnya
investasi.

Pada tingkat kedua, pemerintah perlu menciptakan iklim
pengendalian dan insentif yang tepat, sehingga mampu merangsang
perusahaan dan industri untuk memperbaiki kinerjanya. Pada tingkat
ketiga, pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan
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berbagai macam infrastruktur. Meliputi infrastruktur fisik dan pelayanan
seperti transportasi, telekomunikasi, energi dan sebagainya. Juga
menyangkut infrastruktur pendidikan yakni sistem pendidikan formal dan
informal guna mendidik dan melatih masyarakat industri dan iptek dalam
berbagai aktivitas produktif. Pada tingkat keempat, pemerintah bisa
berperan untuk mengarahkan, atau bahkan mentargetkan bila dianggap
perlu, jenis

teknologi, industri dan perusahaan-perusahaan yang spesifik guna
meningkatkan daya saing internasional melalui upaya inovasi dan transfer
teknologi. Hal mana bisa dicapai melalui beberapa instrumen kebijakan
dan program yang bisa dipadukan secara langsung dengan kegiatan
promosi industri atau dengan produk-produk spesifik dan strategis.1?

India dan Kemandirian Industri Strategis Indonesia

Terkait dengan tantangan yang dimiliki oleh Indonesia atas
perkembangan kondisi lingkungan strategis dalam beberapa dimensi,
Indonesia mengadakan kerjasama strategis guna menjawab tantangan
tersebut dengan beberapa negara, salah satunya dengan India. India dinilai
memiliki potensi membantu Indonesia menuju kepada kemandirian
industri strategis. Bagi Indonesia, India merupakan salah satu negara
pengguna teknologi dibidang pertahanan, hal itu terbukti dengan sudah
mampunya India menghasilkan sukhoi dan rudal rahmos. Dengan
kemajuan teknologi yang dimiliki oleh India, diharapkan pengadaan suku
cadang sukhoi Indonesia tidak perlu mengandalkan lagi negara Rusia
ataupun negara Eropa lainnya, sebab harga dari India relatif lebih murah.

India merupakan negara yang cukup maju dalam segala bidang
termasuk dalam bidang pertahanan. Menurut Theo L. Sambuaga, sebagai
Ketua Komisi I DPR, bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia dan
India bertujuan juga untuk mengurangi ketergantungan Indoneisa
terhadap AS, dalam hal pengadaan alat-alat pertahanan. Dalam kerjasama
pengadaan alat-alat pertahanan Indonesia harus tetap berpatokan pada
beberapa hal, antara lain sistem yang ditawarkan, harga dan kualitas yang
sesuai dengan lokal content, dalam artian semaksimal mungkin setiap
peralatan yang dibeli tetap memasukan unsur buatan dalam negeri.20
Dalam kerjasama pengadaan alat-alat pertahanan Indonesia harus tetap
berpatokan pada beberapa hal, antara lain sistem yang ditawarkan, harga
dan kualitas yang sesuai dengan lokal content, dalam artian semaksimal
mungkin setiap peralatan yang dibeli tetap memasukan unsur buatan
dalam negeri.

19 Agenda Menciptakan Indonesai yang Damai dan Aman, dalam
http://www.leapidea.com/myPres?id=15, diakses pada 13 Juli 2009, pkl.12.40 WIB
2 pyletinlitbang.dephan.go.id/index.asp2ynomor=20, diakses pada 13 Juli, pkl. 12.48 WIB.
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Sesuai dengan permasalahan yang penulis paparkan dalam bab I,
terdapat tiitk cerah atau harapan bahwa kemitraan strategis antara
Indonesia dan India ini akan berpengaruh positif bagi terciptanya
kemandirian industri strategis nasional. Di satu sisi, sebenarnya industri
strategis nasional yang sekarang ada bukanlah tanpa potensi. Pada tahun
2005, Menteri Pertahanan Republik Indonesia menegaskan penyempurnaan
prosedur pengadaan alat utama sistem senjata TNI dan pemanfaatan
keberadaan beberapa industri strategis di Indonesia yang memudahkan
negara dalam memperoleh alutsista maupun suku cadangnya. Jauh
sebelumnya, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan
Udara (AU) telah memikirkan bagaimana memenuhi sendiri kebutuhan
peralatannya. Dengan susah payah, AD membangun PT Pindad. AL
dengan berani menggelar PT Pal. AU dengan pionirnya seperti Nurtanio
memelopori industri pesawat terbang. Meski sudah berubah wujud dan
nama menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI), industri itu masih berdiri
di Lanud Husein Sastranegara Bandung. Sejak PT Pindad, PT Pal, dan PT
DI tidak lagi di bawah pengelolaan langsung AD, AL, dan AU, maka ketiga
industri strategis itu telah dan pernah maju lebih pesat, kemudian mundur
kembali pada titik yang berada dalam keadaan sulit berkembang. Yang
lebih penting, keberadaan ketiga PT itu tak lagi atau amat kurang
kontribusinya terhadap pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista)
TNI. Banyak kendala yang dihadapi. Ujungnya, tidak atau kurang
tersedianya dukungan dana serta orientasi produksi yang tidak optimal.2!

India dikenal sebagai negara yang memiliki teknologi yang tinggi
dimana terapannya menyeluruh ke banyak bidang termasuk bidang
pertahanan dan keamanan. Teknologi yang tinggi tersebut diikuti pula oleh
kemajuan ekonomi yang pesat. Dengan kekuatan 1 juta prajurit, dilengkapi
peralatan moderen dengan industri pendukung, serta anggaran militer
yang sangat besar, militer India merupakan salah satu yang terkuat di
dunia saat ini. Di Asia India hanya dapat ditandingi oleh RRC. Adanya
gabungan kekuatan militer, ekonomi, sosial, politik, sumber daya, serta
teknologi memberi kesempatan bagi India untuk berkembang menjadi
salah satu adidaya Asia. Indiapun memiliki senjata nuklir, walaupun
semula India tidak setuju dengan penggunaan senjata nuklir, seperti
pernah dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki untuk mengakhiri PD-II.
Nehru yang terinspirasi oleh gerakan anti kekerasan Mahatma Gandhi,
menginginkan agar senjata nuklir dinyatakan terlarang.

Demikian pula banyak proses upgrade persenjataan dilakukan
dengan bantuan Israel. Mirip seperti di Indonesia, tapi dalam taraf yang
jauh lebih rendah, korupsi juga merupakan momok yang menghantui

2L Chappy Hakim, Industri Strategis dan TNI, www.tni.mil.id/news.php?q=dtl &id=1428, diakses
pada 13 Juli 2009, pkl. 12.51 WIB.
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militer India dalam pengadaan persenjataan, di samping tentu saja
kesalahan pengambilan keputusan. Namun berbeda dengan Indonesia,
upaya melakukan pengamanan atas kebocoran telah dilakukan dengan
meningkatkan audit sejak 1985. Contoh isu yang beredar, bahwa
implementasi MiG-29K untuk Gorshkov adalah dipaksakan. SU-30 yang
dikirim disebut hanyalah SU-27 yang diupgrade. Demikian pula versi T-90
yang akan diterima India, disebutkan sebagai model eksperimental yang
pada prinsipnya hanyalah T-80 yang dilengkapi dengan mesin disel baru.
Angkatan Laut akan diperkuat dengan MiG-29K yang satu paket dengan
kapal induk Admiral Gorshkov. Banyak kritik tentang hal ini, karena
Gorshkov sebenarnya tidak dibuat untuk mengangkut MiG-29K, bahkan
lebih merupakan pengangkut helikopter, atau maksimal Yak.

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan India ini tidak hanya
terbatas dalam perdagangan produk saja, tetapi lebih daripada itu.
Terdapat beberapa implementrasi transfer teknologi di dalamnya. Misalnya
dalam menjajaki kerjasama di bidang industri strategis, ada kemungkinan
kedua negara akan memproduksi peralatan militer bagi TNI. Menurut
Mentri Pertahanan Juwono Sudarsono, Duta Besar India menyatakan
beberapa industri strategisnya siap bekerjasama dengan PT PAL, Pindad
dan Dirgantara Indonesia (DI) untuk mengadaan alutsista bagi TNI AD, AL
dan AU. Menurut Juwono Sudarsono, kerjasama itu kemungkinan dalam
bentuk produksi bersama peralatan militer. Hanya saja tawaran ini masih
akan dikaji Ditjen Perencanaan dan Pertahanan Dephan, terutama yang
berkaitan dengan untung rugi dan manfaat kerjasama ini. Hubungan
bilateral antara Republik India dan Republik Indonesia selama ini berjalan
dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan terlaksananya kerjasama
diberbagai bidang, salah satu diantaranya adalah saling kunjungan pejabat
kedua negara. Pendidikan militer di India yang pernah diikuti oleh Perwira
Siswa Indonesia antara lain, National Defence College (Setingkat Lemhannas),
Defence Service Staff College (setingkat Sesko) serta Kursus-kursus kecabangan
seperti Young Infantry Officers Course, Military Inteligence Course, Advance
Gunney Officers Course, Marine Engineering Specialization Course, Long
Gunney Course, Aero Engine Fitter dan Pilot Module Training.22

Simpulan

Fenomena saling ketergantungan antar negara dan saling
keterkaitan antar masalah memang telah terlihat dalam interaksi hubungan
internasional. Hal ini tercermin dari pembentukan kelompok kerja sama
regional baik berlandaskan kedekatan geografis maupun fungsional yang
semakin meluas. Demikian pula, saling keterkaitan antar masalah juga

22 Dephan, Kerjasma Indonesia dan India Semakin Mantap,
www.dephan.go.id/modul es.php?ame=News& file., diakses pada 14 Juli 2009, pkl. 10.48 WIB.
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terlihat dari pembahasan topik-topik global pada agenda internasional
yang cenderung membahas isu-isu yang menyangkut hak asasi manusia
(HAM), intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “good
governance” dan anti-korupsi, lingkungan hidup, masalah tenaga kerja,
kejahatan transnasional seperti terorisme, dan lain-lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan
ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah
meningkatkan intensitas hubungan antar negara. Sejalan dengan
peningkatan hubungan tersebut, kerja sama internasional melalui berbagai
bentuk perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, antara
lain, kerja sama di bidang pertahanan merupakan suatu hal yang perlu
ditingkatkan. Peningkatan kemampuan pertahanan negara memerlukan
kerja sama bilateral antar negara sahabat yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip saling menguntungkan, kesetaraan, dan penghormatan penuh atas
kedaulatan setiap negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah
Republik Indonesia mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Republik
India di bidang pertahanan melalui persetujuan bersama yang telah
ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2001 yang pengesahannya
dilakukan dengan Undang- Undang.

Maka dari itu, nantinya diharapkan adanya suatu mekanisme yang
baik dari industri strategis nasional. Karena pertahanan dan keamanan
negara tergantung kepada kualitas personil angkatan bersenjata sekaligus
dengan alutsistanya dan juga terkait masalah pendanaan. Diharapkan
kerjasama perdagangan akan memberikan kontribusi bagi sektor
pendanaan industri strategis nasional. Alih teknologi yang akan terjadi,
ditambah informasi-informasi strategis dari perwakilan Indonesia yang
belajar di India, serta intensitas kunjungan antara kedua angkatan
bersenjata juga sangat berpengaruh terhadap kemandirian industri
strategis. Jadi New Strategic Partnership Agreement antar Indonesia dan India
adalah suatu kerjasama yang memiliki indikasi berkesinambungan yang
kuat serta proses menuju kemandirian negara dan bangsa. Mandiri dalam
arti dapat menentukan deangan negara mana Indonesia berhubungan dan
mandiri dalam arti dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Salah satu negara
yang dianggap oleh Indonesia dapat membantu meminimalisasi
permasalahan tersebut adalah India. Jadi kemitraan strategis yang
dirangkai sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, terutama New strstegic
Partnership Agreement Indonesia-India (2005) merupakan salah satu solusi
bagi terciptanya kemandirian industri strategis Indonesia.
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Isu Isu Lingkungan Hidup Pasca Perang Dingin
Dra. Ani Khoirunnisa, M.Si!
Abstract

There are many changes over after The Cold War era. Many factors and issues that
affected situation, concentrace and policy all nations. It also happened in
environment problems and climate changes, including the variety of domestic and
international issues of complexity of effects which rised climate changes regulary.
The realist, however, has been a view about this matters. What just as the realist
has considered, at least we can learned to combine our different perspective toward
‘Green World” and save the earth.

Keywords : Environment-issues, states, changes.

Pendahuluan

Ada beberapa isu baru yang berkembang dalam hubungan
internasional antara lain adalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan
hidup menjadi perhatian global karena tumbuhnya kekhawatiran atas
terbatasnya sumber daya alam untuk pembangunan dan kurangnya
kemampuan institusi politik dalam mengatur hubungan antara manusia
dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Degradasi lingkungan hidup
yang semakin tinggi semakin menyadarkan manusia akan adanya masalah
ekologi yang serius.

Pada dasarnya ada tiga hal yang menyebabkan lingkungan hidup
menjadi masalah global. Pertama, sangat jelas bahwa manusia saat ini
menghadapi rentangan masalah lingkungan yang bersifat global dan hanya
dapat diatasi secara efektif dengan kerjasama seluruh Negara di dunia.
Kedua, masalah lingkungan yang tadinya bersifat lokal dan regional, kini
mengancam batas-batas Negara atau menimbulkan efek bagi Negara lain.
Ketiga, aspek-aspek globalisasi yang berasal dari hubungan yang erat dan
kompleks antara timbulnya masalah lingkungan dengan globalisasi
ekonomi.

Dalam tulisan ini akan menggunakan teori politik untuk
menerangkan masalah lingkungan hidup. Untuk itu, kita harus menguasai
tiga hal yaitu : pertama mengetahui bagaimana latar belakang sosial, politik
dan ekonomi kehidupan kita sekarang; kedua, memahami bagaimana kita

1 Tenaga penggjar pada Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas 17 Agustus 1945
Jakarta
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berhak menentukan keadaan dunia; ketigs, menentukan seberapa jauh,
dengan tindakan apa dan dengan resiko apa kita membawa dunia ke arah yang
kita inginkan? Setidaknya untuk hal yang ketiga inilah yang akan menjadi
permasalahan dalam tulisan ini.

Berbagai Pandangan Mengenai Lingkungan Hidup

Bicara mengenai teori, secara umum terdapat dua cara yang
berbeda dalam memandang masalah lingkungan yaitu sebagaimana yang
dikemukakan oleh para penganut Tradisionalis dan para Globalis.

Kelompok tradisionalis memandang negara sebagai aktor utama.
Hubungan internasional memperluas ruang lingkup politik Negara, oleh
karenanya fokus perhatiannya kelompok ini terletak pada kekuasaan dan
kepentingan nasional. Negara bersaing dalam sistem internasional yang
anarkis dan pada identifikasi serta penjabaran pola-pola konflik dan
kerjasama antar negara. Jika masalah lingkungan dipahami dengan teori
ini, maka timbul pertanyaan bagaimana masalah lingkungan
mempengaruhi distribusi kekuatan dan menimbulkan pola baru mengenai
koalisi dan konflik antar negara? Pada taraf apa masalah lingkungan dapat
menjadi ancaman konflik antar negara? Dan mengapa institusi
internasional dan mekanisme kerjasama antar negara mempermudah
identifikasi dan penanganan masalah lingkungan hidup?

Para penganut aliran yang skeptis (realis dan banyak
environmentalis) terus menyoroti berbagai kendala dalam kerjasama antar
negara yang diajukan oleh para Globalis tersebut yaitu lemahnya hampir
semua institusi internasional dan tidak adanya sanksi kekuatan.
Menurutnya Negara hampir selalu lebih mementingkan kepentingan
jangka pendeknya dan memproteksi otonomi politiknya, para politisi yang
lambat dalam menangani masalah ini, serta banyaknya konflik lama antar
negara yang sudah ada. Heterogenitas budaya, politik dan ekonomi sistem
internasional, juga membantu mempengaruhi kondisi tersebut.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan mendasar bagi
lingkungan hidup dalam politik internasional.

Pemikir realis melihat kedaulatan sebagai suatu karakteristik
objektif yang member Negara hak untuk terlibat dalam hubungan
internasional. Apapun tantangan-tantangan yang harus dihadapi suatu
Negara, tetap saja Negara satu-satunya entitas
yang mempunyai cukup legitimasi, sumber daya, dan control atas wilayah
kekuasaannya untuk menegakkan aturan-aturan lingkungan hidup2 Lebih
jauh lagi pemikir realis menganggap Negara merupakan pemain kunci
dalam kemunculan berbagai institusi baru untuk lingkungan.

2 Jill Steans & Llyod Pettiford. Hubungan Internasional; Perspektif dan tema, Pustaka Belgar,
Jakarta, 2009, hal. 399
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Namun, baik atau buruk, isu-isu lingkungan hidup harus ditangani
dalam batasan-batasan sistem politik global di mana negara-negara tetap
memainkan peran utama. Hubungan internasional seringkali dipandang
sebagai urusan utama teori politik, baik karena teori politik pada pokoknya
memperhatikan ide-ide menciptakan kesejahteraan negara, atau karena
kehidupan internasional dipandang tidak menginginkan perubahan. Teori
politik Negara dianggap tidak lagi cukup, lagi pula teori politik
internasional tidak melepaskan atau melupakan peranan Negara-negara
tersebut.

Kelompok kedua adalah mereka yang memandang masalah-
masalah lingkungan hidup global dari sudut pandang yang lebih luas.
Mereka mengidentifikasi perkembangan-perkembangan yang tidak sesuai
dengan pemikiran tradisional mengenai teori politik internasional. Pada
intinya politik dunia perlu diperbaiki dan diperluas. Kemampuan Negara
dalam mengatasi masalah lingkungan membuat orang berfikir kembali
mengenai masalah kedaulatan dan batas Negara yang untuk saat ini makin
sempit. Meningkatnya perhatian pada masalah-masalah lingkungan hidup
dan saling ketergantungan mengenai masalah lingkungan telah
menciptakan kesadaran dunia yang membawa kepada bentuk baru politik
non-teritorial serta mekanisme dari tindakan politik dan organisasi politik.

Terdapat 5 (lima) argumentasi mengapa teori politik internasional
perlu diperluas, disusun kembali atau ditransformasikan sebagai upaya
untuk memahami dan mengatasi masalah lingkungan hidup global.

Pengikisan kedaulatan dari atas. Argumen ini menyatakan bahwa
pembentukan struktur institusi dan aturan-aturan yang padat dan luas
dalam perjanjian tentang lingkungan hidup menunjukkan suatu tantangan
mendasar bagi kedaulatan dan bagi pemahaman kita mengenai dinamika
politik dunia. Dalam pandangan liberal, ancaman lingkungan global dan
keterlibatan institusi akan menghilangkan anarki dalam hubungan antar
Negara dan membawa pada ‘denasionalisasi’ atau ‘internasionalisasi’
negara. Kekuasaan bergeser pada institusi diatas tingkatan Negara di mana
hal itu didorong oleh keinginan untuk menyelesaikan masalah-masalah
bersama dalam dunia yang semakin saling bergantung ini. Akibatnya
terlihat pergeseran mendasar dalam keseimbangan hak dan kewajiban
antara kedaulatan nominal Negara di satu pihak, dan otoritas masyarakat
internasional di pihak lain. Negara dibatasi oleh prinsip, norma yang kuat
sekalipun akan bergantung pada persetujuan-persetujuan kerjasama yang
membatasi kekuasaan mereka.

Pandangan di atas masih terus dipertanyakan mengingat masalah
kedaulatan masih menjadi masalah mendasar dalam politik lingkungan
hidup global, dan penerimaan politis atas pengikisan kedaulatan ini masih
kurang dari yang diharapkan. Begitu juga dengan terhapusnya anarki yang
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tidak terjadi Karena berbagai hambatan dalam kerjasama internasional.
Memang telah banyak perjanjian-perjanjian yang telah dibuat namun
sanksi terhadap pelanggaran sangat lemah, disamping tidak adanya
ketentuan yang mengikat Negara untuk mematuhi putusan dalam
menyelesaikan sengketa. Walaupun demikian, saat ini jelas terlihat adanya
kenyataan bahwa Negara mulai menerima adanya kewajiban-kewajiban
bersama dalam masalah-masalah lingkungan hidup global.

Menghapuskan batasan “domestik” dan “internasional”. Realisme
mengenal pembatasan Negara secara tegas, namun terdapat juga
pandangan yang menjelaskan hubungan internasional dari sudut
kerjasama antar negara. Juga ada yang menjelaskan dari sudut masyarakat
internasional, suatu bentuk masyarakat yang memiliki cakupan dan
karakter yang berbeda dari cakupan dan karakter negara tradisional.

Pembatasan “domestik” dan “internasional” perlu dipertanyakan
kembali karena adanya berbagai masalah yang melibatkan berbagai
Negara. Misalnya masalah sumber daya alam yang melibatkan berbagai
Negara, bahkan seringkali masalah tersebut menimbulkan konflik
keamanan. Namun lingkungan hidup juga dapat membahayakan hanya
sekedar keamanan intern suatu Negara, artinya lingkungan hidup belum
tentu dapat menimbulkan konflik antar Negara. Pemahaman dan
pembangunan yang baik atas lingkungan hidup sebagai satu kepentingan
Negara mempengaruhi nilai-nilai politik luar negeri dalam masalah luar
negeri tersebut. Walaupun demikian kesulitan kerjasama antar Negara di
bidang lingkungan hidup bukan terletak pada negosiasi pembuatan
persetujuan formalnya, namun terletak pada pelaksanaannya. Terlihat
bahwa ada korelasi sulitnya pelaksanaan perjanjian dengan kelemahan
yang terdapat dalam suatu Negara. Melihat kondisi saling ketergantungan
di dunia, pandangan tradisional yang menegaskan pembatasan “domestik”
dan “internasional” sekarang ini mengaburkan pandangan di berbagai
belahan dunia. Teori politik internasional perlu memfokuskan diri pada
interaksi antara domestik dan politik internasional yang lebih intensif lagi.
Sejak awal 1970-an masalah lingkungan telah menjadi dimensi
internasional dan dianggap sebagai manifestasi lain dari interdependensi
(saling ketergantungan) dalam hubungan internasional dan merupakan
penyebab perlunya Negara-negara terlibat dalam kerja sama untuk
menyelesaikan masalah termasuk mengenai lingkungan?®.

Lingkungan Hidup dan Ekonomi Global. Lingkungan hidup dan
ekonomi adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan
manusia. Keduanya berhubungan erat dan terus menerus dengan manusia.
Hubungan yang kontinyu ini sering diterjemahkan dengan istilah

3 Ibid, hal 405
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“pembangunan yang berkelanjutan”. Pembangunan yang berkelanjutan
memiliki konsep multi-dimensi, yaitu pola pembangunan yang mengatur
integritas dan kelangsungan kehidupan lingkungan ,dan juga
berkelanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial dan politik. Bahkan dapat
pula berkaitan langsung dengan masalah keamanan, bukan dalam
perspektif persenjataan melainkan lebih kepada keamanan manusia
(human security). Lebih jauh lagi dengan pola yang mengaitkan
pembangunan biologi, ekonomi dan sosial. Oleh karena itu tidak lagi
mungkin memperlakukan ekologi dan politik ekonomi internasional
sebagai bidang yang berdiri sendiri-sendiri.

Regulasi di bidang lingkungan hidup internasional selama ini
mengatur isu-isu spesifik dalam bidangnya. Maka untuk memberikan arti
bagi pembangunan yang berkelanjutan perlu diatur mengenai implikasi
lingkungan hidup terhadap bidang-bidang lain, seperti hubungan
lingkungan hidup dengan perdagangan, hutang luar negeri dengan
lingkungan hidup dan belanja militer dengan lingkungan hidup.

Kekuatan ekonomi global memang dipengaruhi oleh non-state
aktor, khususnya perusahaan multi-nasional yang semakin banyak,
sedangkan hubungan Negara dengan ekologi internasonal terbatas. Banyak
kebijakan lingkungan yang tidak diputuskan oleh kemauan Negara, tetapi
timbul oleh karena strategi-strategi produksi, teknologi dan perdagangan
perusahaan-perusahaan multi-nasional. Banyak lagi masalah lingkungan
hidup lokal yang sangat dipengaruhi oleh tekanan dan pembatasan akibat
globalisasi ekonomi dunia. Akibat tekanan ekonomi terhadap lingkungan,
timbul kritik-kritik terhadap pertumbuhan ekonomi. Para reformis
mencetuskan gagasan revitalisasi pertumbuhan global yang merupakan
bagian esensial untuk mencegah bencana lingkungan di masa depan. Kritik
kedua menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan dalam ekonomi global
menyebabkan degradasi lingkungan hidup secara intensif, meruntuhkan
efektifitas otoritas Negara, dan menghalangi efektifitas aturan-aturan
lingkungan hidup.

Dilihat dari sudut ini, pilihan yang diberikan adalah melakukan
kontrol atas ekonomi dunia dan mensentralisir koordinasi politik,
mengurangi tekanan terhadap integrasi dan globalisasi, serta melakukan
desentralisasi kekuatan ekonomi dan politik.

Munculnya masyarakat sipil internasional. Argumentasi dalam
masalah ini membantah peranan utama Negara dalam politik internasional.
Fokus utamanya adalah peningkatan peranan aktor-aktor internasional
(selain Negara) dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Karena LSM ini
mengkhususkan diri pada satu masalah, mereka mempunyai kemampuan
yang tinggi dalam bidangnya. Globalisasi ekonomi menyediakan teknologi
komunikasi yang membuat LSM dapat saling berhubungan dengan
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sesamanya melewati batas Negara. Bahkan lembaga ini lebih banyak
beroperasi pada tataran operasional tehnis (langsung terjun ke lapangan)
disbanding hanya berdebat dalam tataran structural dan kebijakan. Secara
mengagumkan mereka berhasil menyusun sumber daya financial, teknik,
hukum dan ilmiah serta meningkatkan tekanan terhadap Negara, dunia
usaha dan organisasi internasional serta mempublikasikan pentingnya
masalah lingkungan hidup. LSM berhasil meningkatkan perhatian publik
dan sikap politik terhadap lingkungan hidup dan menempatkan isu
lingkungan hidup dalam agenda politik tingkat tinggi. LSM kini
menciptakan bentuk baru organisasi politik yang non-teritorial. Namun
demikian sampai saat ini belum terbukti secara empiris adanya pengaruh
LSM dalam membentuk politik global yang baru.

Namun terdapat pula kelemahan untuk ini. Perhatian yang terlalu
khusus pada lingkungan hidup membatasi LSM dari masalah-masalah lain
di dunia. Mereka belum menjelaskan dengan rinci mengapa atau
bagaimana konflik-konflik di sekitar isu lingkungan hidup diselesaikan.
Bukannya tidak mungkin, seruan gerakan lingkungan hidup untuk
mengadakan “demokratisasi global” akan menciptakan konflik antara
Negara industri dan Negara berkembang di dunia. Desentralisasi yang
diusulkan LSM dapat saja menyebabkan distribusi hasil pembangunan
yang tidak seimbang diantara Negara kuat dan Negara lemah yang akan
merugikan masyarakat di Negara lemah.

Sistem Negara sebagai hambatan dalam mengatur lingkungan
hidup global. Isu lingkungan hidup global meruntuhkan anggapan yang
mengandalkan pada prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Negara terlalu
besar sekaligus terlalu kecil untuk mengatasi tekanan dari masalah-masalah
lingkungan hidup. Terlalu besar bagi tugas untuk memikirkan strategi
jangka panjang bagi pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat
dibangun dari bawah ke atas (bottom-up), dan terlalu kecil bagi manajemen
yang efektif bagi masalah-masalah global yang menuntut kerjasama
internasional.

Pandangan saling ketergantungan lingkungan hidup global
terbentur pada kedaulatan/batas Negara. Masalah kurangnya sumber daya
lingkungan menyebabkan masalah besar mengenai pemerataan hasil
lingkungan hidup yang juga terbentur pada masalah batas Negara
(kedaulatan). Akibatnya timbul dua pendapat mengenai pembatasan
kedaulatan Negara dalam masalah lingkungan hidup. Di satu pihak,
bangkitnya kekuatan moral masyarakat dunia yang menuntut Negara
untuk melindungi hak individual dan kelompok Negara dan untuk
memastikan pemerataan kesejahteraan yang lebih adil di dunia sebagai
bagian dari pembangunan yang berkelanjutan antar Negara. Di pihak lain,
keterbatasan sumber daya lingkungan satu Negara meningkatkan legitimasi
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atas seruan untuk membatasi kedaulatan Negara sebagai bagian dari
manajemen bersama ekosistem global. Terdapat dilemma antara
mensentralisir kekuasaan melalui masyarakat internasional untuk
mengembangkan pembangunan berkelanjutan dari “atas” atau dari “luar”
dan pengakuan yang semakin berkembang bahwa pembangunan yang
berkelanjutan juga harus dibangun dari “bawah” berdasarkan pengetahuan
lokal, nilai-nilai lokal serta keterlibatan dan kemampuan komunitas lokal.

Tidak mungkin didapat definisi universal mengenai pembangunan
yang berkelanjutan yang dapat diaplikasikan di seluruh bagian dunia.
Politik lingkungan hidup dan prioritas dan kepentingan yang berbeda
antara Negara yang satu dengan Negara lainnya, karena pembangunan
yang berkelanjutan berkaitan erat dengan masalah berapa yang harus
dikeluarkan oleh suatu Negara dan berapa yang akan didapat.

Pendapat para universalis yang menyatakan bahwa kedaulatan
sudah ketinggalan zaman dan menjadi halangan masih lemah. Komunitas
moral yang global masih merupakan retorika. Namun membatasi
kedaulatan Negara secara tegas akan menciptakan ketidak adilan dan
ketidak seimbangan antara Negara kaya dan Negara miskin. Negara kaya
akan mendapat kesempatan untuk menekan Negara miskin dengan alas an
lingkungan hidup, yang akhirnya membatasi pembangunan dan otoritas
Negara miskin. Hal ini akan merusak kepentingan-kepentingan bersama
seperti penghematan sumber daya alam, penanggulangan polusi, iklim dan
masalah lapisan ozon.

Perubahan lingkungan global dan penanggulangan masalah
lingkungan hidup mengancam akan sangat mempengaruhi organisasi-
organisasi ekonomi dan politik dunia sehingga menarik orang untuk
memikirkan skema baru bagaimana seharusnya dunia ini diatur.
Bagaimanapun menariknya prinsip-prinsip abstrak yang dikemukakan,
penggunaannya tetap hanya dapat diimplementasikan pada proses aktual
sosial politik tertentu saja, dan hanya pada institusi internasional tertentu
saja. Tidak ada teori yang wuniversal dan abadi dalam hubungan
internasional.

Perbedaan Kepentingan Terhadap Lingkungan Hidup

Belum terdapat kesepahaman mengenai lingkungan hidup atau
pandangan global tentang lingkungan, namun hal tersebut seringkali
bertabrakan dengan kepentingan sempit lokal yang juga merupakan unsur
globalisasi (A. Gidden, 1999). Kepentingan sempit lokal (juga nasional)
seolah dapat menjadi kultur baru dalam batasan suatu Negara bangsa
(nation state) yang karena tuntutan globalisasi bukannya semakin
menyempit, melainkan semakin meluas. Hal inilah yang menimbulkan
terjadinya perbedaan kepentingan antara Negara maju dan Negara
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berkembang khususnya dalam hal lingkungan hidup#. Hal tersebut antara
lain sebagai berikut ;

Pertama, negara-negara sepakat bahwa lingkungan hidup global
terancam atau dalam keadaan bahaya, seperti bahaya pemanasan global
(global warming), robeknya lapisan ozon, hancurnya hutan hujan
tropis,ledakan jumlah penduduk, meningkatnya kemiskinan, polusi dan
sebagainya.

Kedua, Ketegangan yang terjadi antara Negara maju dan Negara
berkembang serta organisasi-organisasi non-pemerintah (NGO). Negara-
negara maju lebih banyak bermain dengan konsep pelestarian lingkungan
global yang menurut mereka merupakan tanggung jawab negara-negara
berkembang yang merupakan penyebab rusaknya lingkungan global.
Sementara negara-negara maju sendiri memperluas imperium ekonomi
dan bisnisnya dan meninggalkan dampak buruk bagi lingkungan.

Ketiga, Di satu pihak Negara-negara berkembang menginginkan
kebebasan atau otonomi dalam mengeksploitasi sumber-sumber daya alam
yang dimilikinya. Justru Negara-negara maju harus lebih banyak memikul
tanggung jawab keselamatan lingkungan global dan harus lebih komit
terhadap janji mereka untuk membantu pembangunan di Negara-negara
berkembang, karena mereka juga menikmati sumber daya alam dari
Negara berkembang seperti udara bersih yang mereka hirup itu
disebabkan oleh terpeliharanya hutan di Negara berkembang,.

Keempat, Negara-negara maju dikritik sebagai mempunyai standar
ganda dalam hal hukum internasional. Mereka slalu ngotot bahwa hokum
itu bertujuan umum melindungi kualitas lingkungan global, tetapi
dijadikan pula hal tersebut sebagai instrument akomodasi kepentingan
bisnis mereka. Hukum tersebut juga bisa dijadikan sebagai sarana
intervensi dan pendiktean Negara-negara maju terhadap Negara-negara
berkembang. Seperti pemberian dana gratis untuk proses peralihan
teknologi CFC ke non-CFC (ketentuan Protokol montreal 1997), ketentuan
itu bisa saja merupakan “ambisi bisnis global” mengenai gas rumah kaca.
Juga dalam pemberian pinjaman, IMF tidak memperhitungkan dampak
lingkungan sebagai akibat dari pemulihan ekonomi negara-negara
berkembang. sambil merusak lingkungan’. Perlindungan lingkungan
global adalah perlindungan lingkungan hidup di Negara-negara maju,
sementara lingkungan hidup di Negara-negara berkembang dibiarkan
hancur oleh kapitalisme Negara maju yang didukung oleh kapitalis lokal
dan pemerintah Negara-negara berkembang, contohnya perusahaan
multinasional.

4 Jurnal Ozon, vol 2 No. 1 September 2000.
® Hyronimus Rhiti, Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup, Universitas Atma Jaya
Y ogyakarta, Y ogyakarta, 2005, hal. 15
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Dari beberapa hal diatas sepertinya mencari kesesuaian agaknya
masih sangat sulit sepanjang kepentingan diantara kedua belah pihak
belum dapat dipertemukan dan hanya mencari celah untuk pembenaran
terhadap apa yang telah dilakukan oleh masing-masing pihak.

Kesalahan Sikap

Kiranya masalah lingkungan hidup bukan hanya sesuatu yang
harus diperdebatkan bahkan saling menyalahkan (kalau tidak
menyudutkan) guna mencari siapa yang paling bertanggung jawab atas
masalah tersebut. Negara yang tergolong apapun bahkan kita semua yang
hidup membaur dan memanfaatkan lingkungan hidup disekeliling kita,
bertanggung jawab
terhadap lingkungan hidup. Persoalan ini tidak lepas dari perilaku
manusia terhadap lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dan semua sumber daya alam yang terdapat di
dalamnya yang semestinya merupakan barang milik umum yang dapat
dinikmati bersama, berubah menjadi sumber bencana, konflik dan
kekerasan. Jika ditelusuri, maka diketahui bahwa penyebabnya adalah
manusia itu sendiri.

Mekanisme politik, ekonomi, hukum internasional bahkan
teknologi hanya sebagai perangkat “keras” yang tidak dapat sepenuhnya
berhasil menyelesaikan semua persoalan lingkungan hidup. Tetapi
perilaku manusia dan moralitas perilaku manusialah meskipun sebagai
perangkat “lunak”, dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan
kontribusi bagi berbagai upaya penyelamatan lingkungan hidup. Artinya,
manusia sendiri yang harus mulai mengubah perilaku jahat dan kejamnya
terhadap lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam lainnya¢.

Keharusan membangun kesadaran manusia (dimanapun mereka
barada) akan pengalaman pahit mengenai bahaya dan malapetaka
lingkungan hidup, agar segera meninggalkan sikap-sikap irasional dan
menciptakan konsistensi sikap moral. Berbagai gerakan lingkungan hidup
yang kini tengah marak mungkin merupakan pertanda kea rah itu dan
tidak hanya merupakan slogan-slogan yang membawa bendera
kepentingan tertentu. Pembangunan berwawasan lingkungan artinya
betul-betul merupakan langkah dan sasaran yang akan dituju, bukan
“melegitimasikan” kerusakan lingkungan yang menyertai proses
pembangunan itu sendiri.

% Ibid.
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Pendekatan Tradisionalis Dan Globalis

Pendekatan tradisionalis dan globalis dalam memandang masalah
lingkungan hidup, seperti yang telah dikemukakan oleh Ziegler dalam
upaya mencari solusi dan menghadapi masalah sumber daya dan
lingkungan hidup sebelum masalah tersebut semakin besar probabilitasnya
dalam menghasilkan konflik, bahwa persoalan lingkungan hidup adalah
bukan masalah Negara berkembang saja ataupun Negara maju saja, tetapi
harus disadari sepenuhnya oleh semua pihak bahwa masalah ini adalah
masalah global. Oleh karena itu solusinya adalah menciptakan kerjasama
yang bersifat global untuk memecahkan masalah sumber daya dan
lingkungan hidup, karena sifatnya yang juga global. Namun berbagai
hambatan bagi terciptanya kerjasama global, secara umum hambatan
tersebut berupa keberadaan Negara sebagai suatu unit politik yang
berdaulat dengan segala pemikiran dan kepentingannya.

Andrew Hurrel juga dalam tulisannya berusaha membahas
pendekatan tradisionalis dan globalis teori politik internasional dalam
memandang masalah lingkungan hidup. Kelompok tradisionalis
memandang Negara sebagai aktor utama, di mana hubungan internasional
memperluas ruang lingkup politik Negara karena fokus perhatiannya
adalah pada kekuasaan dan kepentingan nasional negara yang bersaing
dalam sistem internasional yang anarkis. Selain itu juga fokus pada
identifikasi dan penjabaran pola-pola konflik dan kerjasama antar Negara.

Di sisi lain penganut aliran skeptis (realis dan environmentalis)
terus menyoroti kendala dalam kerjasama antar negara, yaitu lemahnya
hampir semua institusi internasional dan tidak adanya sanksi kekuatan.
Bahwa karena keterbatasan kemampuan suatu Negara, negara lebih
mementingkan kepentingan jangka pendeknya dan memproteksi otonomi
politiknya, serta konflik lama antar Negara yang sudah ada dan
heterogenitas budaya, politik dan ekonomi sistem internasional
menyulitkan terciptanya persatuan diantara negara-negara berkembang
misalnya?’.

Pengelolaan lingkungan harus berdasarkan pada pemikiran bahwa
lingkungan hidup dan manusia yang ada di dalamnya adalah satu
kesatuan yang seimbang. Artinya, pengelolaan lingkungan jangan sampai
mementingkan manusia dan mengorbankan lingkungan atau sebaliknya.
Dengan kata lain perlu adanya keseimbangan antara manusia dan
lingkungannya, menciptakan keasadaran akan pentingnya keutuhan
manfaat dari lingkungan hidup dan menitikberatkan prioritas secara adil
dan arif dalam penentuan kebijaksanaan mengenai lingkungan hidup.

7 Asrudin dan Mirzajaka Suryana, Refleksi Teori Hubungan Internasional Y ogyakarta, 2009, hal. 265
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Apapun kondisinya, isu lingkungan hidup menjadi sedemikian
global dikarenakan menjadi karakter global yang khusus saat ini. Pertama,
jelas bahwa kemanusiaan saat ini dihadapkan pada masalah lingkungan
hidup yang mempengaruhi secara global dan dapat secara efektif dikelola
dengan dasar kerjasama antara negara-negara. Kedua, bertambahnya skala
masalah lingkungan hidup hidup regional seperti memburuknya tata kota,
deforestasi,penggurunan, penggundulan hutan atau kelangkaan air dan
kayu. Ketiga, yang merupakan hal utama, globalisasi menambah kompleks
hubungan antara masalah lingkungan hidup dan ekonomi secara global®.

Keamanan lingkungan pasca Perang Dingin ditandai dengan
beberapa karakteristik yang antara lain :

1. Globalisasi memperlihatkan semakin terbukanya batas-batas Negara,
meningkatnya arus perdagangan bebas dan investasi, serta kemajuan
teknologi, telah memberikan kesempatan bagi munculnya aktor-aktor
non-pemerintah yang memainkan peranan dalam masalah-masalah
internasional, peningkatan kebebasan dan kesejahteraan penduduk
dunia. Namun di sisi lain, globalisasi juga telah menjadikan masalah-
masalah yang ada semakin rumit dan mendatangkan sejumlah bahaya
baru.

2. Degradasi lingkungan dan persaingan untuk memperebutkan
sumberdaya alam yang sekaligus dapat menciptakan ketidakstabilan
baru dan membawa konsekuensi jangka panjang yang tidak diharapkan
pada keamanan regional.

3. Konflik-konflik regional yang semakin meningkatkan ketidakstabilan
kawasan-kawasan sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung telah mempengaruhi kepentingan-kepentingan negara.

Tak heran jika keamanan dapat didefinisikan pula sebagai
“kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari
ancaman luar”, itu sama artinya membenarkan konsepsi yang mengatakan
bahwa kekuatan militer selalu dianggap sebagai unsur yang paling
penting. Seperti yang ditegaskan pula oleh Arnold Wolfers bahwa jawaban
atas masalah keamanan adalah “membangun kekuatan untuk menangkal
(to deter) atau mengalahkan (to defeat) serangan tersebut”.

Hal ini dapat dipahami berimbang dan berbeda oleh mereka yang
melihat keamanan dengan kajian yang baru, yang memperluas dimensi
dan lingkup keamanan seperti Caroline Thomas dan Jessica Mathews
yang berpandangan bahwa keamanan tidak hanya terbatas pada dimensi
militer tetapi merujuk pada seluruh dimensi yang menentukan eksistensi
Negara, termasuk didalamnya upaya memantapkan keamanan internal

8 Ibid
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melalui bina-bangsa, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, uang dan
perdagangan, maupun melalui pengembangan senjata nuklir®. Untuk yang
disebutkan terakhir, lebih kepada tujuan bargaining dan pertahanan
semata.

Apa yang dikatakan Arnold Wolfer ada benarnya mengingat
adanya ancaman-ancaman baru yang kita hadapi dewasa ini seperti
terorisme internasional dan proliferasi senjata pemusnah massal. Terorisme
internasional merupakan satu ancaman strategis